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ABSTRAK

Nama : YUSUF MUNANDAR
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) 

   Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Judul : Analisis Perkembangan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota 

  Depok Periode 2002-2007

Seiring dengan menguatnya desentralisasi di Indonesia, peranan PPh semakin
penting sebagai sumber penerimaan pemerintah Republik Indonesia. 

KPP Depok sebagai institusi pemerintah telah melaksanakan fungsinya dalam
memungut PPh di Kota Depok dengan baik.  Dalam konteks efisiensi,  pemungutan
PPh OP dan PPh Pasal 21 cukup efisien, demikian juga dalam hal efektifitasnya. Biaya
pemungutan  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  adalah  lebih  kecil  dari  1%  dibandingkan
dengan  hasil  pemungutannya.  Realisasi  hasil  pemungutan  adalah  128,10%  dari
targetnya.

Perkembangan hasil pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 oleh KPP Depok
cukup elastis dengan koefisien elastisitas terhadap perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) adalah 7,53. Artinya selama kurun waktu analisis dari tahun
2002  sampai  2007  setiap  1%  perkembangan  PDRB  telah  diikuti  oleh  7,53%
perkembangan PPh OP dan PPh Pasal 21.

Kata kunci:  sumber  penerimaan,  pajak  penghasilan,  efisiensi,  efektivitas,  koefisien
elastisitas.
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ABSTRACT

Name : YUSUF MUNANDAR
Study Program : Master In Planning and Public Policy Program of 

Faculty of Economy University of Indonesia
Title : The Analysis of Growth of Income Tax of Article 21 and 

Personal Icome Tax (PIT) of Depok City Periods 2002-2007

Following the strengthening of decentralisation system in Indonesia, the role of
Income  Tax  is  increasingly  significant  as  a  revenue  source  for  government  of
Indonesia.

KPP  Depok  as  a  government  institution  has  accomplished  its  function  in
collecting  income  tax  in  Depok  City  successfully.  In  the  efficiency  context,  the
collection of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City
periods 2002-2007 is less than 1% compare to the collection result. The realization of
the collection result is 128,10% from its target.

The growth of the collection result of Personal Income Tax (PIT) and Income
Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is  elastic, which the elasticity
coefficient  of the growth of Gross Regional  Domestic  Product  (GRDP) is  7,53.  It
means that in the periods 2002-2007 each 1% growth of GRDP has been followed by
7,53% growth of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21.

Keywords: revenue source, income tax, efficiency, effectivity, elasticity coefficient.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian  besar  Pendapatan  Daerah,  baik  sebelum  maupun  sesudah

desentralisasi  fiskal,  berasal  dari  Dana  Perimbangan (DP).  Setelah  desentralisasi

fiskal, terjadi penurunan proporsi Dana Perimbangan (DP) dalam Pendapatan Daerah

di  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  yaitu  dari  rata-rata  94,50%  menjadi rata-rata

91,30%.  Akan tetapi  pos  Dana  Alokasi  Umum (DAU) tetap  merupakan pos  DP

terbesar, diikuti urutan kedua adalah  Dana Bagi  Hasil (DBH) terutama DBH Pajak

kemudian terkecil adalah Dana  Alokasi  Khusus (DAK). Pada tahun 2003 rata-rata

DAU di  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  mencapai  74,55% dari  total  Pendapatan

Daerah,  DBH Pajak  sebesar  4,91% dan  DBH SDA sebesar  0,81% (M.Khusaini,

2006). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 di bawah ini.

Tabel 1
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Di Jawa

Timur Sebelum dan Sesudah Desentralisasi

Sumber: M.Khusaini, 2006.

9.89% 9.34% 9.69% 7.44% 4.91%
0.10% 0.09% 0.96% 0.86% 0.81%

61.53% 63.28%

93.09%

81.50%
74.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1999 2000 2001 2002 2003

Pos Bagi Hasil Pajak Pos Bagi Hasil Bukan Pajak DAU

Sumber: M.Khusaini, 2006.
Gambar 1 

Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 1999-2003

1
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Hal kurang lebih sama juga terjadi pada kabupaten/kota di wilayah lain di

Indonesia yaitu  rata-rata  porsi  Dana  Perimbangan  terhadap  Pendapatan  atau

Penerimaan Daerah kabupaten/kota di  Indonesia adalah 76% (Hill,  1997 dalam

M.Khusaini, 2006)

Dengan  tren  menurun  pada  DAU,  DBH  Pajak  bisa  menjadi  alternatif

Penerimaan  Daerah  yang potensial.  Walaupun  DBH  Pajak  masih  sangat  kecil

dibandingkan dengan DAU tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi jumlahnya

akan meningkat, berbeda dengan DAU yang dominan aspek politiknya. DBH SDA

tidak dapat diandalkan karena sebagian besar berasal dari sumber daya alam yang

tak  terbarukan  dan  tidak  semua  wilayah  memiliki  sumber  daya  alam  yang

melimpah.  Dalam DBH Pajak, porsi  yang  paling  potensial  adalah  PPh  Orang

Pribadi  Dalam  Negeri  (OPDN)  dan  PPh  Pasal  21  karena  seiring  dengan

peningkatan  jumlah  penduduk,  peningkatan  pertumbuhan ekonomi dan  naiknya

pendapatan per kapita maka PPh OPDN dan PPh Pasal 21 juga akan meningkat.

Dalam  wilayah  Jabodetabek,  apabila  kota-kota  lain  merupakan  kota

penyangga dan perluasan, maka Kota Depok memiliki keunikan karena sekaligus

juga sebagai bridging city yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta.

(Pembangunan Kota Depok bisa lemah atau stagnan sehingga Kota Depok menjadi

bottle neck bagi Kota Bogor dan DKI Jakarta atau justru menggeliat sehingga ikut

mendorong pembangunan di Kota Bogor dan  DKI Jakarta). Untuk merespon hal

tersebut Kota Depok terus berbenah dan dalam RPJM dan RPJP Kota Depok visi

Kota Depok adalah “menjadi kota niaga dan kota jasa” dan bukan menjadi kota

pemukiman sebagaimana diajukan pada saat pembentukan Kota Depok tahun 1999

dan  bukan  pula  kota  pendidikan  sebagaimana  dikehendaki  oleh  sebagian

masyarakat Kota Depok. Dengan visi menjadi kota niaga dan kota jasa tentu saja

akan  dibangun pusat-pusat  bisnis,  pusat  perbelanjaan,  hotel  dan  restoran.  Pada

akhirnya penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pun akan meningkat pesat.1

Selain itu, sebagaimana terlihat pada tabel 2 dan tabel 3 di bawah ini, di

antara tiga kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yaitu Kota Depok,

Kota  Bekasi  dan  Kota  Tangerang,  Kota  Depok  memiliki  tingkat  kepadatan

1 Wawancara tatap muka dengan M.Fitriawan Kasi Perencanaan Program Anggaran (PPA) Bappeda
Pemerintah Kota Depok pada tanggal 10 Desember 2008 di kantor Bappeda Kota Depok.

1
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penduduk terrendah.  Artinya bahwa  dibandingkan dengan Kota  Tangerang dan

Kota Bekasi, Kota Depok memiliki lebih banyak lahan atau ruang kosong (seluas

7.078,25  Ha  atau  35,34%  dari  lahan  Kota  Depok  adalah

tegalan/ladang/kebun/tanah kosong yang sangat  potensial  untuk diolah sehingga

lebih produktif) sehingga di masa yang akan datang akan banyak dibangun tempat

usaha maupun tempat tinggal di Kota Depok sehingga perekonomian meningkat,

pendapatan per kapita meningkat dan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota

Depok pun meningkat.

Tabel 2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Per Km2 Tahun 1999-2007

Catatan: 1) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta seluas 19,69 km2.
   2) Banten Dalam Angka 2006-2008.
Sumber:  Jakarta  Dalam Angka 2007,  Depok Dalam Angka 2001-2007,  Bekasi
Dalam Angka 2001-2007, Tangerang Dalam Angka 2001-2005 dan Banten Dalam
Angka 2006-2008.

  Tabel 3
Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2007

 Sumber : LKPJ Walikota Depok Tahun 2007.

1.2 Rumusan Masalah

1
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Sebagaimana terlihat  pada  tabel  4  di  bawah ini,  struktur  ekonomi  Kota

Depok dari  tahun 2003 sampai  2007 tersusun paling besar  dari  sektor  Industri

Pengolahan (rata-rata  40,89%), kedua  oleh  sektor  Perdagangan,  Hotel  dan

Restoran (rata-rata 29,48%) dan ketiga oleh sektor Jasa-jasa (rata-rata 7,58%). 

Tabel 4
Struktur Ekonomi Kota Depok (dalam juta rupiah) Tahun 2003-2007

Sumber : www.depok.go.id. Sabtu 27 Juni 2009.

Sektor Industri Pengolahan dimana di Kota Depok adalah berupa Industri

Pengolahan Tanpa Migas, dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana di

Kota Depok adalah didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran,  merupakan

sektor yang berciri menyerap banyak tenaga kerja seperti buruh pabrik, karyawan,

para pedagang di pasar tradisional dan pasar modern, maupun pedagang kaki lima

sehingga kenaikan pertumbuhan ekonomi di sektor ini seharusnya juga menaikkan

penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok.

Akan tetapi ternyata, seperti terlihat pada tabel 5 dan gambar 2 di bawah

ini,  pada  tahun  2003, 2004  dan  2005,  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Depok

menunjukkan tren yang terus meningkat sementara pertumbuhan penerimaan PPh

OP dan PPh Pasal 21 malah menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun

2006 ketika LPE Kota Depok turun menjadi  hanya 6,65% dari  semula  6,96%,

pertumbuhan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal  21 malah meningkat  menjadi

30,92% dan 16,20%. Sehingga menjadi pertanyaan apakah hubungan yang terjadi

antara LPE Kota Depok dengan pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP dan

PPh Pasal 21 Kota Depok adalah hubungan berbanding terbalik, atau apakah bisa

dikatakan bahwa pertumbuhan realisasi  penerimaan PPh OP dan PPh Pasal  21

1

Analisis perkembangan..., Yusuf Munandar, FE UI, 2009.



5

Kota  Depok  tidak  terkait  dengan  LPE  Kota  Depok.  Artinya  bahwa  realisasi

penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh hal atau faktor lain. 

Tabel 5 
Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21, Pertumbuhan Realisasi

Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kota Depok Tahun 2002-2007

Sumber:  diolah dari  data KPP Depok dan LKPJ Walikota  Depok Tahun 2002-
2006.

67.40%

186.43%

6.45% 1.98%

30.92%

11.42%

-10.44%

30.50%

13.12% 14.26%
16.20%

17.17%
6.12%

6.26%
6.50% 6.96%

6.65% 6.95%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pertumbuhan PPh OP

Pertumbuhan PPh 21

LPE (%)

Sumber:  diolah dari  data KPP Depok dan LKPJ Walikota  Depok Tahun 2002-
2006.

Gambar 2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Kenaikan Realisasi Penerimaan PPh

OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2003-2006

Raja  J.Chelliah  pada  tahun  1971  menyatakan  bahwa  tax  ratio (atau

penerimaan pajak) dipengaruhi oleh empat faktor. Dilihat dari sisi permintaan jasa-

jasa atau kegiatan pemerintahan, pajak dipengaruhi pertama oleh permintaan akan

jasa-jasa  yang timbul  dari  kondisi  tujuan  atau  kondisi  faktual  dan  kedua oleh

preferensi masyarakat dan pemimpin (pemerintah) akan jasa publik dan jasa privat

termasuk susunan institusi  dan peraturan yang timbul  akibat adanya jasa publik

dan jasa privat tersebut. Dilihat dari perolehan dana pajak, pajak dipengaruhi oleh

pertama kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  kedua oleh

kemampuan  pemerintah  untuk  menagih  pajak.  Kemampuan  pemerintah  untuk

1

Analisis perkembangan..., Yusuf Munandar, FE UI, 2009.



6

menagih  pajak  dipengaruhi  oleh  tujuan  pemerintah,  struktur  pemerintahan  dan

faktor kehendak (volitional factors) seperti efisiensi dalam administrasi dan sikap

politik  pemerintah  yang  berkuasa.  Dengan  demikian  apa  yang  dilakukan  oleh

pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok, melalui kebijakan

internalnya, adalah sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama

PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok.

Salah satu tugas KPP Depok adalah melayani,  mengawasi  dan menagih

PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok (sehingga penerimaan PPh OP dan PPh

Pasal 21 Kota Depok terus meningkat) sehingga pertumbuhan realisasi penerimaan

PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok adalah bisa karena kebijakan internal KPP

Depok dan bisa juga karena pertumbuhan ekonomi Kota Depok2. Atau gabungan

kedua hal tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di  atas  maka masalah yang akan dianalisis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah perkembangan PPh

Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Kota Depok tahun 2002 sampai tahun 2007 terkait

dengan kebijakan internal KPP Depok dan perkembangan ekonomi Kota Depok

tahun 2002 sampai tahun 2007”.

1.3 Tujuan Studi

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  terhadap

perkembangan  PPh  Orang Pribadi  dan  PPh  Pasal  21  Kota  Depok  tahun  2002

sampai tahun 2007.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Obyek dari  penelitian  ini  adalah  Kota  Depok.  Jangka  waktu  penelitian

adalah tahun 2002 sampai tahun 2007. Diambil masa awal tahun 2002 karena Kota

Depok baru berdiri  pada  tahun 2001 sehingga data  tahun 2001 belum tersedia

lengkap dan baru mulai  tersedia lengkap pada tahun 2002. Diambil  masa akhir

tahun 2007 karena penelitian dilakukan pada tahun 2008/2009 sehingga data tahun

2008 belum tersedia. Selain itu mulai tahun 2008 data pada KPP Depok tidak bisa

2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi,
Tata  Kerja,  dan  Saat  Mulai  Beroperasinya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  dan  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan  dan
Konsultasi  Perpajakan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Banten,  Kantor  Wilayah  Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.
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diakses karena data dipusatkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)

Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian  dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif  dengan

menggunakan data yang diperoleh dari BPS Pusat, BPS Kota Depok, Pemerintah

Kota  Depok  dan  KPP  Depok.  Analisis  dilakukan  berdasarkan  pada  teori-teori

ekonomi yang berlaku. Analisis dilakukan dengan :

a. Memaparkan  perkembangan  penerimaan  PPh  Pasal  21  dan  PPh  OP  Kota

Depok tahun 2002 sampai 2007.

b. Mengkaji elastisitas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun

2002 sampai 2007 terhadap perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002

sampai 2007.

c. Mengkaji tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh

OP Kota Depok tahun 2002 sampai 2007.

d. Menghitung potensi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun

2007.

1.6 Manfaat Studi

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi

yang  sudah  ada  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang

mempunyai perhatian terhadap upaya peningkatan penerimaan PPh OP dan PPh

Pasal 21 khususnya di Kota Depok. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan

bagi KPP Depok dan pemerintah Kota Depok dalam memobilisasi  usaha untuk

meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD serta meningkatkan tax

ratio baik nasional maupun daerah Kota Depok. Selanjutnya hasil dari penelitian

ini  diharapkan  dapat  memberikan  motivasi  atau  masukan  bagi  peneliti-peneliti

lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan dalam mengingat

keterbatasan dalam studi dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1
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Pada bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan studi, ruang lingkup studi, metode penelitian, manfaat studi dan sistematika

penulisan.

Bab II Pajak Penghasilan Pribadi : Telaah Literatur

Pada bagian ini akan memaparkan teori yang mendukung studi dan telaah

penelitian.

Bab III Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Di Indonesia Sejak Era Reformasi 1999

Pada bagian ini  dijelaskan peraturan perundang-undangan terkait  dengan

PPh OP dan PPh Pasal 21 yang berlaku sejak era reformasi tahun 1999.

Bab IV Perkembangan Ekonomi dan Sosial Kota Depok : 2002-2007

Di dalamnya akan dibahas perkembangan ekonomi makro (PDRB) Kota

Depok, perkembangan penduduk Kota Depok, perkembangan lapangan usaha dan

lapangan  kerja  di  Kota  Depok,  perkembangan  angka  partisipasi  kerja  dan

perkembangan inflasi di Kota Depok dari tahun 2002 sampai tahun 2007.

Bab V Analisis  Perkembangan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Di Kota

Depok : 2002-2007

Bagian ini akan membahas hasil penelitian. Kemudian hasil dan analisis

penelitian dalam bab ini akan digunakan untuk pembuatan kesimpulan pada bab

selanjutnya.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini dan saran.
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BAB II
PAJAK PENGHASILAN PRIBADI : TELAAH LITERATUR

2.1 Penghasilan Sebagai Obyek Pajak

Adalah mungkin untuk mengenakan pajak pada orang (poll tax atau head tax atau

lump  sum  tax),  pada  penghasilan,  pada  berbagai  macam  jenis  transaksi  (penjualan,

pertukaran dan lain-lain) dan  pada kekayaan (property).  Dimanapun pajak dipungut,  ia

biasanya dibayarkan (paling tidak dalam jangka pendek) dari penghasilan seseorang1.

Biro Sensus Amerika Serikat (US Department of Commerce Bureau of The Census)

mendefinisikan  poll  tax sebagai  “Pajak  kapitasi  yang  dipungut  pada  jumlah

tertentu/spesifik,  seragam atau bertingkat-tingkat,  dari  seseorang, atau sebagai pajak  ad

valorem atas nilai kepala/poll tertentu”2.

Pada mulanya yang menjadi dasar dari pengenaan pajak adalah the cost of service

to the government (biaya pelayanan kepada pemerintah) atau the value of the service to the

individual (nilai pelayanan kepada perorangan). Ini sesuai dengan teori Kepentingan yang

menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kepentingan individu terhadap negara. Di

zaman modern, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah the faculty or the ability of the

individual to pay tax (kemampuan orang atau badan usaha untuk membayar pajak). Untuk

mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak (the faculty or the ability of the

individual to pay tax), ada lima piranti utama yaitu  poll,  expenditure,  property,  product

dan income. Dewasa ini seluruh dunia telah mengakui bahwa satu-satunya piranti utama

untuk menguji the faculty to pay tax adalah penghasilan (income) baik yang diterima oleh

orang  pribadi  maupun  yang  diterima  oleh  badan  usaha.  Hal  ini  karena  penghasilan

(income) paling baik sebagai cerminan atau representasi seseorang atau badan usaha dalam

kemampuannya membayar pajak. Secara umum diakui bahwa makin banyak penghasilan

yang diterima seseorang maka makin ia dianggap mampu untuk membayar pajak. Oleh

karena itulah pajak atas penghasilan (income tax) adalah salah satu andalan utama dari

penerimaan negara di hampir seluruh negara di dunia3. 

Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa di negara-negara yang makmur dan

modern,  tulang  punggung  (backbone)  dari  struktur  perpajakannya  adalah  pajak

penghasilan.4

1 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
2 Ibid.
3 Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Ed.3. Penerbit Granit. Jakarta, 2005.
4 Haveman, Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.
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Pajak penghasilan merupakan suatu pajak modern karena mulai dipungut

pada  era  modernisasi  di  negara-negara  maju  yaitu  di  Amerika  Serikat  mulai

dipungut  pada  tahun  1862  dan  di  Inggris  mulai  dipungut  pada  tahun  1799.

Pengenaan pajak penghasilan dimaksudkan untuk menggantikan posisi  dominan

poll tax dan pajak perdagangan luar negeri dalam penerimaan pemerintah. Poll tax

dinilai  tidak  adil  karena  mengenakan  pajak  kepada  setiap  orang  tanpa  kecuali

dengan jumlah yang sama besar tanpa memperhitungkan kemampuan ekonominya.

Pajak  perdagangan  luar  negeri  terutama  pajak  ekspor  dinilai  distortif  karena

menghambat potensi perkembangan ekonomi negara. Pengenaan pajak penghasilan

di Amerika Serikat dan Inggris juga disebabkan karena adanya kebutuhan untuk

membiayai  perang.  Kelahiran  pajak  penghasilan  di  Inggris  disebabkan  karena

adanya kebutuhan dana untuk membiayai perang dengan Perancis (masa Napoleon)

dan  kelahiran  pajak  penghasilan  di  Amerika  Serikat  disebabkan karena  adanya

kebutuhan dana untuk membiayai perang saudara (civil war)5.

Pajak penghasilan terdiri atas dua jenis pajak yaitu pajak penghasilan orang

pribadi  (personal  income  tax)  dan  pajak  penghasilan  perusahaan  atau  pajak

penghasilan  badan  (corporate  income  tax).  Pajak  penghasilan  orang  pribadi

(personal income tax) adalah merupakan pajak langsung (direct tax) yaitu beban

pajak  (tax  burden)-nya  ditanggung  sepenuhnya  oleh  wajib  pajak  (tax  payer)

sedangkan pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax) adalah merupakan

pajak langsung (direct tax) dalam jangka pendek (short term) dan menjadi pajak

tidak  langsung  (indirect  tax)  dalam  jangka  panjang  (long  term)  yaitu  pajak

penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atau perusahaan dalam jangka

panjang akan dialihkan bebannya kepada pihak lain seperti kepada konsumen hasil

produksi perusahaan tersebut dalam bentuk harga produk yang lebih mahal atau

kepada pemasok faktor produksi perusahaan dalam bentuk upah yang lebih rendah.

Haberger  (1962)  dalam  kajiannya  yang  dimuat  dalam  Journal  Of  Political

Economy menyatakan bahwa dalam jangka pendek (short term) beban pajak (tax

burden)  perusahaan atau  pajak  penghasilan  badan  sepenuhnya akan ditanggung

oleh produsen atau oleh perusahaan tersebut tetapi di dalam jangka panjang (long

5 Rozani,  Iman.  Diktat  Mata  Kuliah Ekonomi  Keuangan Publik (EKP)  :  “Pajak  Penghasilan  /
Kekayaan/Pendapatan”. Rabu 5 Maret 2008.  MPKP FEUI Depok, 2008.
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term) setelah dunia usaha melakukan penyesuaian terhadap teknologi produksinya

beban pajak (tax burden) akan digeser sebagian kepada pekerja (melalui upah yang

lebih rendah) atau kepada konsumen (melalui kenaikan atas harga hasil produksi)6.

2.2 Tujuan Pemungutan Pajak Oleh Pemerintah

Penggunaan  kebijakan  fiskal  secara  luas  sangat  diperlukan  bagi

pembangunan  ekonomi.  Nurkse  dalam  Jhingan  (1983)  menyatakan  bahwa

kebijakan fiskal di negara terbelakang (atau negara berkembang seperti Indonesia)

memikul arti penting baru di dalam menghadapi problem pembentukan modal. Hal

ini  karena  laju  pembentukan  modal  di  negara berkembang belum teraih  secara

efektif karena pasar modal dan pasar uang belum berkembang7.

Tripathy dalam Jhingan (1983) menyatakan bahwa terdapat enam instrumen

kebijakan  fiskal  yaitu  kontrol  fisik  langsung,  surplus  dari  perusahaan  negara,

pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner, keuangan defisit, peningkatan

tarif  pajak  yang ada  dan  penerapan pajak  baru.  Karena surplus  anggaran dapat

dicapai  melalui  tarif  harga  dan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi,  pinjaman  dari

masyarakat  bisa  menaikkan  tingkat  suku  bunga  sehingga  berpengaruh  terhadap

investasi  dan  mendapatkan  dana  dari  bank  cenderung  menaikkan  harga  dan

mengalihkan  sumber,  maka  kemanjuran  kebijaksanaan  fiskal  dengan  demikian

tergantung pada struktur perpajakan suatu negara8.

Tujuan pemungutan pajak oleh pemerintah ada dua yaitu tujuan budgetair

dan tujuan  regulerend.  Tujuan  budgetair yaitu bahwa tujuan pemungutan pajak

adalah  untuk  menutup  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam

menjalankan  pemerintahannya.  Untuk  menjalankan  tugas-tugas  rutin  negara

diperlukan  biaya.  Demikian  juga  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan

nasional.  Dalam  menjalankan  fungsinya  tersebut  pemerintah  membutuhkan

pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai

alat  untuk  memasukkan uang dari  sektor  swasta  dan  masyarakat  ke  dalam kas

negara atau ke dalam anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan  budgetair ini  merupakan  tujuan  utama  pemungutan  pajak.  Tujuan

6 Ibid.
7 Jhingan.  The  Economics  of  Development  and  Planning.  (Penerjemah:  D.Guritno).  Vicas
Publishing House Ltd. New Delhi, 1983.
8 Ibid.
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budgetair ini  juga  merupakan  tujuan  utama  pajak  atau  fungsi  fiskal  (fiscal

function)  yaitu  suatu  fungsi  dimana  pajak  digunakan  sebagai  alat  untuk

memasukkan  dana  secara  optimal  ke  kas  negara  berdasarkan  undang-undang

perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai tujuan utama karena tujuan inilah yang

secara historis pertama kali muncul. Tujuan regulerend yaitu tujuan mengatur yaitu

bahwa pemungutan pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai

tujuan tertentu. Hal ini merupakan tujuan lain dari pajak sebagai tujuan budgetair.

Di  samping usaha  untuk  memasukkan  uang untuk  kegunaan  kas  negara,  pajak

dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur

dan  bilamana  perlu  mengubah  susunan pendapatan  dan  kekayaan dalam sektor

swasta atau masyarakat. Tujuan regulerend juga disebut sebagai tujuan tambahan

karena tujuan  regulerend hanya sebagai tambahan atas tujuan utama pajak yaitu

tujuan budgetair.9

Herbert  E.Newman (1968)  menyatakan bahwa tujuan pemungutan  pajak

penghasilan adalah (1) penerimaan negara (revenue), (2) kesetaraan atau keadilan

(equity),  (3)  distribusi  penghasilan  yang  diterima  umum  (acceptable  income

distribution), (4) penciptaan stabilitas pendapatan dan tenaga kerja (attainment of

stability  of  income  and  employment),  (5)  alokasi  sumber  daya  yang  efisien

(efficient  allocation  of  resources)  dan  (6)  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang

diinginkan (desired rate of economic growth). Tujuan pertama pemungutan pajak

penghasilan sebagai penerimaan negara (revenue) terkait dengan fungsi  budgetair

dari pajak yaitu memasukkan dana secara optimal kas negara berdasarkan undang-

undang perpajakan  yang berlaku.  Tujuan  kedua  pemungutan  pajak  penghasilan

adalah kesetaraan atau keadilan (equity). Ketika sejumlah pajak penghasilan harus

disediakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah,  maka  diharapkan  bahwa

pembagian  beban  pajaknya  haruslah  seadil  mungkin.  Dengan  demikian  tujuan

pemungutan pajak penghasilan adalah menciptakan sistem perpajakan yang adil,

dan  pemungutan  pajak  penghasilan  pribadi  bisa  membantu  menciptakan  hal

tersebut. Pajak penghasilan pribadi yang bisa menciptakan sistem perpajakan yang

adil  adalah  pajak  penghasilan  pribadi  dengan dasar  pengenaan pajak  yang luas

9 Devano,  Sony dan Siti  Kurnia  Rahayu.  Perpajakan  :  Konsep,  Teori  dan  Isu.  Prenada  Media
Group. Jakarta, 2006.
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(broad-based  income  tax)  dengan  tarif  progresif.  Tujuan  pemungutan  pajak

penghasilan  yang  ketiga  adalah  distribusi  pendapatan  yang  bisa  diterima

masyarakat  (acceptable  income  distribution).  Pajak  penghasilan  pribadi  yang

berlapis, terutama ketika dipasangkan dengan program transfer dari pemerintah dan

program-program lain  seperti  peraturan  upah  minimum,  dapat  menghapus  atau

mengurangi disparitas atau kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.

Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang keempat adalah penciptaan stabilitas

pendapatan dan tenaga kerja (attainment of stability of income and employment).

Pajak  penghasilan  pribadi  bukan  lah  semata-mata  hanya  alat  atau  instrumen

kebijakan fiskal semata, tetapi juga merupakan salah satu stabiliser bawaan yang

penting  (major  built-in  stabilizers).  Pajak  penghasilan  dengan dasar  pengenaan

pajak yang luas dan obyek penghasilan yang terbatasi secara permanen, bersama-

sama dengan tarif  pajak  yang permanen,  maka tujuan stabilisasi  bisa  diperoleh

melalui  perubahan-perubahan  temporer  yang  tepat  waktu  pada  bagian-bagian

dalam  fitur-fitur  permanennya  dengan  syarat  ada  lingkungan  administratif  dan

politis yang akomodatif. Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang kelima adalah

alokasi sumber daya yang efisien (efficient allocation of resources). Keberadaan

pajak dalam beberapa kasus yang menghasilkan alokasi sumber daya yang berbeda

daripada yang dihasilkan oleh proses pasar dengan jumlah pengeluaran pemerintah

yang sama, tidak perlu menjadi keberatan. Kenyataannya sistem pasar tidak selalu

sempurna  dalam  praktiknya.  Konsekuensi  distortif  dan  tidak  dikehendaki  dari

adanya pajak adalah masalah lain. Pajak dengan dasar pengenaan pajak yang luas

(broad-based  tax)  dan  skedul  tarif  yang lebih  realistis  akan  dapat  paling  tidak

mengurangi konsekuensi-konsekuensi distortif dan tidak dikehendaki ini. Tujuan

pemungutan  pajak  penghasilan  yang  keenam  atau  terakhir  adalah  tingkat

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (desired rate of economic growth). Bisa

dinyatakan  bahwa  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang  memerlukan

dorongan  untuk  pembentukan  modal  swasta  dan  untuk  tambahan  permintaan

efektif yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi baru. Pengenaan

pajak penghasilan pribadi akan merusak atau mengganggu pertumbuhan ekonomi

karena  efek  disinsentifnya  pada  kegiatan  kerja  (work  effort),  pada  tabungan
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(saving)  dan  pada  investasi.  Akan  tetapi  tidak  ada  bukti  yang  kuat  bahwa

pengenaan  pajak  penghasilan  pribadi  sampai  saat  ini  bisa  merusak  atau

mengganggu kemajuan atau perkembangan ekonomi. Aspek paling menarik dari

pengenaan pajak penghasilan adalah bahwa pengenaan pajak penghasilan jarang

menghentikan  orang  dari  melakukan  kegiatan  kehidupannya,  pekerjaannya  dan

konsumsinya  akan  tetapi  ia  mempengaruhi  orang  dalam  cara  (manner)  orang

tersebut  melakukan kegiatan  kehidupannya,  pekerjaannya dan konsumsinya dan

mempengaruhi  orang  pada  kombinasi  variabel-variabel  tertentu  yang  mereka

pilih.10

2.3 Penghasilan Versus Kekayaan Sebagai Obyek Pajak

Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa ada lima jenis pajak yang

paling  mendasar  yaitu  pajak  atas  penghasilan,  pajak  atas  properti,  pajak  atas

warisan dan pajak atas komoditi. Dinyatakan bahwa pajak atas properti atau pajak

atas  kekayaan adalah  pajak  atas  kepemilikan  obyek-obyek yang tidak  bergerak

yaitu  tanah  dan  bangunan.  Dinyatakan  juga  bahwa  pajak  atas  warisan  adalah

bentuk khusus (special form) dari pajak properti atau pajak kekayaan, perbedaan

utamanya adalah bahwa pajak properti dipungut tiap tahun sementara pajak atas

warisan dipungut satu kali yaitu pada saat kematian si pemilik properti.11

Hugh Dulton (1971) menyatakan bahwa baik pajak atas kekayaan (tax on

property)  maupun pajak atas penghasilan,  keduanya sama-sama dikelompokkan

sebagai pajak  langsung  (direct  tax)  yaitu atas  pembayarannya  tidak  bisa

dilimpahkan  kepada orang lain  tetapi dipikul dan  harus  dibayar  langsung oleh

penerima penghasilan (sebagai wajib pajak) dan pemilik kekayaan (sebagai wajib

pajak). Pajak yang disetor sama-sama diambil dari penghasilan wajib pajak.12 

Akan  tetapi  apabila  pemilik  kekayaan  atau  pemilik  properti  menggeser

beban  pajaknya  kepada  penyewa  properti  sehingga  pajak  atas  kekayaan  atau

properti menjadi tanggung jawab si penyewa maka pajak atas kekayaan (properti)

ini menjadi dikelompokkan sebagai pajak tidak langsung (indirect tax).13

10 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
11 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
12 Dalton, Hugh. Principles Of Public Finance. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.
13 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
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Dilihat  dari  waktu  pengenaan  pajaknya,  baik  pajak  atas  penghasilan

maupun pajak atas kekayaan keduanya sama-sama dikenakan, terutang dan wajib

dibayar pada waktu yang tertentu atau tetap atau bisa ditentukan yaitu misalkan di

akhir  bulan atau di akhir  tahun. Selain itu, baik pajak atas penghasilan maupun

pajak atas kekayaan, di masa modern ini, keduanya sama-sama dikenakan secara

permanen yaitu dikenakan untuk seterusnya tanpa batas waktu. Dahulu, pada masa

perang dunia atau masa-masa sebelumnya, pajak atas penghasilan atau pajak atas

kekayaan dikenakan dalam jangka pendek (bersifat sementara) dengan tujuan untuk

melunasi utang negara, untuk membiayai perang atau untuk membiayai program

persenjataan tentara (rearmament programme).14

Dilihat  dari  subyek pengenaannya,  baik  pajak  atas  penghasilan  maupun

pajak atas kekayaan, subyek pengenaan pajaknya adalah orang.15

Dilihat  dari  tarifnya,  pajak  atas  penghasilan  memiliki  tarif  berganda

(multiple rate of tax) yaitu atas lapisan penghasilan yang berbeda-beda dikenakan

tarif  pajak  yang  berbeda-beda  pula.  Tarif  pajak  atas  penghasilan  juga  disebut

sebagai tarif marjinal (marginal rate of tax) karena atas lapisan-lapisan penghasilan

yang berbeda dikenakan tarif yang berbeda-beda. Sementara pajak atas kekayaan

dapat  memiliki  tarif  tunggal  yaitu  satu  jenis  tarif  dikenakan pada  seluruh  nilai

kekayaan dan dapat juga memiliki tarif progresif. Persamaannya adalah pada kedua

jenis pajak ini terdapat pengecualian pajak (tax exemptions) yaitu nilai tertentu dari

penghasilan atau kekayaan (khususnya tanah) yang tidak dikenakan pajak.  Pada

penghasilan disebut penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sedangkan pada tanah

disebut Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang di Indonesia

untuk wilayah berbeda memiliki  NJOPTKP yang berbeda-beda pula.  Persamaan

yang kedua adalah dapat diterapkannya prinsip progresifitas tarif atas kedua jenis

pajak ini.16,17 ,18

14 Dalton, Hugh. Principles Of Public Finance. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1985 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
18 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1983 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

91

Analisis perkembangan..., Yusuf Munandar, FE UI, 2009.



16

Dilihat  dari  sisi  equity (pemerataan),  Robert  H.Haveman  (1970)

menyatakan bahwa pertama, karena sama-sama menerapkan prinsip progresifitas

dalam  tarif,  maka  baik  pajak  atas  penghasilan  maupun  pajak  atas  kekayaan,

keduanya  sama-sama  meningkatkan  pemerataan,  kedua,  karena  adanya

pengecualian-pengecualian  atas  penghasilan  dan  kekayaan  yang  akan  dikenai

pajak,  maka pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan pada dasarnya

adalah  alat  atau  instrumen  yang  lemah  dalam  memeratakan  kesejahteraan

masyarakat.19

Dari  sisi  efisiensi  dinyatakan  bahwa  pertama,  pajak  atas  penghasilan

maupun pajak atas kekayaan, sama-sama mengurangi kemauan untuk menabung

(willingness to save). Hal ini terjadi karena uang untuk membayar pajak diambil

dari  pendapatan,  sehingga  supaya  tingkat  konsumsi  tidak  berubah  maka

tabungannya yang dikurangi. Ketika tingkat tabungan berkurang maka dana yang

tersedia untuk diinvestasikan juga menurun sehingga tingkat investasi  menurun.

Penurunan  tingkat  investasi  mengakibatkan  penyerapan  tenaga  kerja  berkurang

sehingga pengangguran bertambah.20

Kedua, pajak atas penghasilan akan mengurangi keinginan untuk bekerja

(willingness  to  work).  Semakin tinggi  progresifitas  tarif  pajak  atas  penghasilan

maka akan  mengurangi  supply atau  ketersediaan  faktor  produksi  berupa  tenaga

kerja dengan cara: wajib pajak penerima penghasilan (labor resources) mengurangi

jam kerja  dan menambah waktu santai  (leisure time)  karena waktu santai  tidak

terkena  pajak,  dan  atau  wajib  pajak  penerima  penghasilan berpindah  kerja  ke

wilayah lain atau negara lain yang tarif pajak penghasilannya lebih rendah. Ketika

jam kerja atau  jumlah  tenaga kerja berkurang, maka proses  produksi  menurun,

barang dan jasa yang diproduksi (ouput) pun menurun yaitu jumlahnya berkurang

sementara demand-nya tetap sehingga terjadilah kenaikan harga barang dan jasa

sehingga mendorong  terjadinya  inflasi. Tingkat  output  yang  menurun

menyebabkan  turunnya  pendapatan  nasional, dalam  wilayah   dan  sektor  yang

meluas akan mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan bila berlangsung lebih

dari  setahun maka terjadilah  depresi  ekonomi.  Sebaliknya,  pajak atas  kekayaan
19 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
20 Ibid.
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(property  tax)   dapat  meningkatkan ketersediaan faktor  produksi  modal  (dalam

bentuk misalkan  tanah dan atau  bangunan) dalam perekonomian. Semakin tinggi

tarif  pajak  atas  kekayaan  (misalkan  berupa  tanah dan  atau  bangunan) akan

menyebabkan orang enggan memiliki kekayaan tersebut  sehingga untuk menekan

beban  atas  cashflow-nya, orang  tersebut  akan:  pertama,  memanfaatkan

(capitalizing) properti  atau kekayaan yang dimiliki sebagai alat  usaha (misalkan

digunakan sebagai lokasi pabrik, hotel, restoran, rumah kos dan lain-lain) sehingga

menghasilkan  keuntungan  (profit) yang  dapat  menambah  cashflow-nya, kedua,

menjual  properti yang  dimiliki  kepada orang  lain  yang  sekiranya  bisa

memanfaatkannya untuk usaha, dan terakhir  atau  ketiga adalah menyewakannya

kepada orang lain yang juga akan bisa menggunakannya untuk tujuan komersial.

Pada akhirnya, dengan tingginya  pajak  atas  kekayaan  atau  properti  akan

menyebabkan  ketersediaan  properti  sebagai  faktor  produksi  modal  dalam

perekonomian akan  lebih  berlimpah. Tingginya  pajak  atas  kekayaan  dapat

menyebabkan naiknya sewa atas properti, akan tetapi naiknya sewa atas properti ini

akan  diteruskan oleh  pengusaha pada naiknya harga  jual  barang dan jasa  yang

diproduksi atau dijual sehingga tingginya pajak atas  properti atau  kekayaan akan

menaikkan  sewa  atas  properti  tetapi  tidak  mengurangi  ketersediaan  properti

tersebut dalam perekonomian. Hanya, naiknya harga jual barang dan jasa sebagai

akibat dari naiknya sewa properti sebagai imbasan dari naiknya pajak atas properti

akan mendorong terjadinya inflasi.21,22,23

2.4 Penghasilan Versus Nilai Transaksi Sebagai Obyek Pajak

Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa ada lima jenis pajak yang

paling  mendasar  yaitu  pajak  atas  penghasilan,  pajak  atas  properti,  pajak  atas

warisan dan pajak atas komoditi. Bentuk umum dari pajak komoditi adalah pajak

penjualan dan cukai. Hugh Dalton (1971) mengelompokkan pajak transaksi dengan

pajak komoditi pada satu jenis pajak yang sama dan dalam penjelasannya dapat

saling dipertukarkan.

21 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
22 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
23 Hillman,  Arey  L.  Public  Finance  and  Public  Policy:  Responsibilities  and  Limitations  of
Government. Cambridge University Press. UK, 2003.
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Herbert E.Newman (1968) menyatakan bahwa berdasarkan jenis transaksi,

pajak atas transaksi bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak penjualan (baik

umum maupun selektif) dan pajak lain selain pajak properti yang dipungut terkait

dengan  transaksi  bisnis.  Berdasarkan  asal  barang  dan  jasa,  pajak  transaksi

dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  pungutan  domestik  (domestic  levies)  dan

pungutan atas barang dan jasa yang masuk dari  luar negeri.  Pungutan domestik

(domestic  levies)  meliputi  pajak  penjualan  selektif  (selective  sales  tax),  pajak

penjualan umum (general sales tax) dan cukai, sementara pungutan atas barang dan

jasa yang masuk dari luar negeri adalah berupa bea masuk impor (import duties).24

Hugh  Dalton  (1971)  menyatakan  bahwa  pajak  atas  penghasilan

dikelompokkan sebagai pajak langsung (direct tax) yaitu atas pembayarannya tidak

bisa dilimpahkan kepada orang lain tetapi dipikul dan harus dibayar langsung oleh

penerima penghasilan (sebagai wajib pajak). Sedangkan pajak atas nilai transaksi

dikelompokkan sebagai  pajak tidak langsung (indirect  tax)  yaitu uang dipungut

dari konsumen, kemudian penjual  (sebagai  wajib  pajak) menyetorkannya  atau

membayarkannya ke  negara melalui  bank persepsi. Dapat  dikatakan bahwa wajib

pajak sama sekali tidak mengeluarkan uang atau dana dalam upayanya memenuhi

kewajiban untuk membayar pajak atas nilai transaksi ini.25

Dilihat dari waktu pengenaan pajaknya, pajak atas penghasilan dikenakan,

terutang dan wajib dibayar pada waktu yang tertentu atau tetap atau bisa ditentukan

yaitu misalkan  di  akhir  bulan  atau  di  akhir  tahun, sedangkan  pajak  atas  nilai

transaksi  dikenakan, terutang dan wajib  disetorkan atau  dibayarkan hanya ketika

ada  atau terjadi  transaksi saja, yang waktunya tentu saja bisa terjadi kapan saja

dengan interval  yang tidak  pasti,  bisa  harian,  mingguan,  bulanan atau tahunan.

Selain itu, baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas nilai transaksi, di masa

modern  ini,  keduanya  sama-sama dikenakan  secara  permanen  yaitu  dikenakan

untuk seterusnya tanpa batas waktu. Dahulu, pada masa perang dunia atau masa-

masa sebelumnya, pajak atas penghasilan dikenakan dalam jangka pendek dengan

tujuan  untuk  melunasi  utang  negara,  untuk  membiayai  perang  atau  untuk

membiayai  program  persenjataan  tentara  (rearmament  programme).  Sementara

24 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
25 Dalton, Hugh. Principles Of Public Finance. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.
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pajak atas nilai transaksi dari semula ditujukan untuk jangka panjang atau tanpa

batas waktu.26

Dilihat dari obyek pengenaannya, pajak atas penghasilan subyek pengenaan

pajaknya  adalah  orang,  sementara  pajak  atas  nilai  transaksi  obyek  pengenaan

pajaknya adalah barang dan jasa.27

Dilihat  dari  tarifnya,  pajak  atas  penghasilan  memiliki  tarif  berganda

(multiple rate of tax) yaitu atas lapisan penghasilan yang berbeda-beda dikenakan

tarif  pajak  yang  berbeda-beda  pula.  Tarif  pajak  atas  penghasilan  juga  disebut

sebagai tarif marjinal (marginal rate of tax) karena tarif berbeda (different rate)

dikenakan pada setiap tambahan penghasilan (additional income). Sementara pajak

atas nilai transaksi memiliki dua jenis tarif yaitu tarif ad valorem dan tarif spesifik.

Sebagai  contoh  tarif  ad  valorem yaitu  pajak  penjualan  dasi  adalah  3%  maka

Rp.10.000 dasi pajak penjualannya adalah Rp.300 (=3% X Rp.10.000), Rp.1.000

dasi  pajak  penjualannya adalah  Rp.30  (3%XRp.1.000)  dan  seterusnya.  Sebagai

contoh  tarif  spesifik  adalah  pajak  atas  tiap  tiket  bioskop  yang  terjual  adalah

Rp.1.000, maka atas dua tiket yang terjual pajak yang dipungut adalah Rp.2.000

tanpa melihat berapa pun harga jual tiket tersebut, dan seterusnya. Persamaannya

adalah dapat  diterapkannya prinsip  progresifitas  tarif  atas kedua jenis  pajak ini

dimana tarif pajak  ad valorem lebih progresif daripada tarif pajak spesifik pada

pajak atas nilai transaksi.28

Dilihat  dari  sisi  equity (pemerataan)  dapat  dikatakan  bahwa,  pertama,

karena menerapkan prinsip progresifitas dalam tarif, maka pajak atas penghasilan

meningkatkan pemerataan penghasilan sementara pajak atas nilai transaksi bersifat

tidak  langsung  (indirect  tax)  sehingga  beban  pajak  digeser  kepada  konsumen

sehingga tidak terjadi proses pemerataan penghasilan bahkan dapat memperburuk

pemerataan penghasilan apabila pajak atas nilai transaksi dikenakan pada barang

dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat menengah ke bawah,

kedua,  karena  adanya  pengecualian-pengecualian  atas  penghasilan  yang  akan

dikenai  pajak,  maka  pajak  atas  penghasilan  pada  dasarnya  adalah  alat  atau

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
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instrumen  yang lemah  dalam memeratakan  kesejahteraan  masyarakat,  demikian

juga  pajak  atas  nilai  transaksi  karena  merupakan  pajak  tidak  langsung  yang

bebannya  bisa  digeser  sehingga  tidak  dapat  berperan  sebagai  instrumen  untuk

memeratakan kekayaan atau pendapatan bahkan dapat memperburuk pemerataan

penghasilan apabila pajak atas nilai transaksi dikenakan pada barang dan jasa yang

dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat menengah ke bawah.29,30

Dari  sisi  efisiensi  dinyatakan  bahwa,  pertama,  pajak  atas  penghasilan

maupun  pajak  atas  nilai  transaksi,  sama-sama  mengurangi  kemauan  untuk

menabung (willingness to save). Hal ini terjadi karena uang untuk membayar pajak

diambil dari pendapatan, sehingga supaya tingkat konsumsi tidak berubah maka

tabungannya yang dikurangi. Ketika tingkat tabungan berkurang maka dana yang

tersedia untuk diinvestasikan juga menurun sehingga tingkat investasi  menurun.

Penurunan  tingkat  investasi  mengakibatkan  penyerapan  tenaga  kerja  berkurang

sehingga  pengangguran  bertambah.  Pajak  atas  nilai  transaksi  dapat  menaikkan

harga barang dan jasa yang selanjutnya menurunkan permintaan atas barang dan

jasa  tersebut  sehingga  produksi  dan  investasi  atas  barang  dan  jasa  itu  pun

dihentikan. Penurunan tingkat produksi dan investasi mengakibatkan penyerapan

tenaga  kerja  berkurang  sehingga  pengangguran  bertambah.  Bertambahnya

pengangguran akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan sehingga akhirnya

kesejahteraan rakyat pun menurun. 31,32,33

Kedua, pajak atas penghasilan akan mengurangi keinginan untuk bekerja

(willingness  to  work).  Semakin tinggi  progresifitas  tarif  pajak  atas  penghasilan

maka akan  mengurangi  supply atau  ketersediaan  faktor  produksi  berupa  tenaga

kerja dengan cara: wajib pajak penerima penghasilan (labor resources) mengurangi

jam kerja  dan menambah waktu santai  (leisure time)  karena waktu santai  tidak

terkena  pajak,  dan  atau  wajib  pajak  penerima  penghasilan berpindah  kerja  ke

wilayah lain atau negara lain yang tarif pajak penghasilannya lebih rendah. Ketika

29 Ibid.
30 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
31 Ibid.
32 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
33 Hillman,  Arey  L.  Public  Finance  and  Public  Policy:  Responsibilities  and  Limitations  of
Government. Cambridge University Press. UK, 2003.
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jam kerja atau  jumlah  tenaga kerja berkurang, maka proses  produksi  menurun,

barang dan jasa yang diproduksi (ouput) pun menurun yaitu jumlahnya berkurang

sementara demand-nya tetap sehingga terjadilah kenaikan harga barang dan jasa

sehingga mendorong  terjadinya  inflasi. Tingkat  output  yang  menurun

menyebabkan  turunnya  pendapatan  nasional, dalam  wilayah   dan  sektor  yang

meluas akan mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan bila berlangsung lebih

dari setahun maka terjadilah depresi ekonomi. Sementara pajak atas nilai transaksi

tidak berakibat pada menurunnya keinginan untuk bekerja (willingness to work)

tetapi berakibat pada naiknya harga barang dan jasa yang selanjutnya menurunkan

permintaan akan barang dan jasa tersebut sehingga akhirnya produksi dan investasi

atas  barang dan jasa  itu  dihentikan.  Penghentian  proses  produksi  dan  investasi

mengakibatkan  penyerapan  tenaga  kerja  berkurang  sehingga  pengangguran

bertambah.  Bertambahnya  pengangguran  akan  berimbas  pada  meningkatnya

kemiskinan sehingga akhirnya kesejahteraan rakyat pun menurun.34,35,36

2.5 Definisi Penghasilan

Herbert  E.Newman  (1968)  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  konsep

penghasilan yaitu konsep aliran (flow concept), konsep kekuatan (power concept)

dan konsep konsumsi (consumption concept). 

Menurut  konsep  aliran  (flow  concept),  terdapat  perbedaan  antara

penghasilan (income) dan kekayaan (wealth). Penghasilan (income) adalah aliran

(flow) barang dan jasa dalam periode tertentu sementara kekayaan (wealth) adalah

stock atau akumulasi barang dan jasa yang terkumpul pada satu titik waktu tertentu.

Konsep  aliran  (flow  concept)  ini  meliputi  juga  konsumsi  dan  tabungan  karena

barang  dan  jasa  yang  mengalir  masuk  ke  seseorang  meliputi  tabungan  (yang

memungkinkan barang dan jasa tersedia bagi orang lain yang akan meminjamnya)

dan konsumsi yaitu pemanfaatan barang dan jasa oleh seseorang tersebut. Konsep

aliran ini disebut juga dengan flow-realization concept.

Konsep  kekuatan  (power  concept)  dikembangkan  oleh  Robert  M.Haig

(1921) dan Henry C.Simons (1938). Menurut konsep kekuatan (power concept) ini
34 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
35 Haveman, , Robert Henry. The economics of The Public Sector. John Wiley & Sons, Inc. USA,
1970.
36 Hillman,  Arey  L.  Public  Finance  and  Public  Policy:  Responsibilities  and  Limitations  of
Government. Cambridge University Press. UK, 2003.
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penghasilan (income)  dilihat  sebagai kekuatan ekonomi (economic power)  yaitu

kemampuan untuk melakukan pengendalian (control) terhadap barang dan jasa dan

sumber daya (resources) yang langka (scarce) dalam suatu masyarakat. Kekuatan

ini bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan dalam suatu waktu tertentu tetapi

tetap ada (exist)  dan bahkan meningkat  (accrue=meluas)  selama periode waktu

tersebut.  Konsep  kekuatan  (power  concept)  sering disebut  juga  sebagai  konsep

akrual (accrual concept) atau consumption-plus-changes-in-networth concept37.

Secara  khusus  Henry  C.Simons  (1938)38 mendefinisikan  penghasilan

pribadi (personal income) sebagai konsumsi ditambah perubahan dalam kekayaan

bersih (net worth) selama periode waktu tertentu. Jadi :

Y = Cmg/s + Cnmg/s + ΔNW

Keterangan :

Konsep konsumsi (consumption concept) dikembangkan oleh Irving Fisher

(1906  dan  1942).  Konsep  ini  menyatakan  bahwa  penghasilan  (income)  adalah

diidentifikasikan  sebagai  jasa  (service)  yang diberikan  atau  diserahkan  (utilitas

yang disediakan)  oleh  komoditas  atau  seseorang kepada  konsumen perorangan.

Prinsipnya,  penghasilan  adalah  merupakan  kepuasan  agregat  (aggregate

satisfaction) yang dihasilkan dari proses konsumsi selama periode waktu tertentu.

Jumlah  uang  yang  digunakan  untuk  konsumsi  adalah  merupakan  ukuran

penghasilan (income) untuk periode waktu tertentu. Dasar pengeluaran uang untuk

konsumsi  ini  dapat  disesuaikan  dengan  penghasilan  tidak  kena  pajak

(PTKP/personal  tax  exemption)  bila  dikehendaki  dan  menjadi  subyek dari  tarif

bertingkat  sebagaimana  yang  terjadi  pada  pajak  penghasilan  orang  pribadi  di

Indonesia39.

37 Newman, Herbert E. An Introduction To Public Finance. John Wiley & Sons,Inc. USA, 1968.
38 Ibid.
39 Ibid.
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Dengan  demikian  penghasilan  (income)  bisa  dilihat  dari  sisi  produksi

(productivity side) dan dari sisi konsumsi (consumption side). Dari sisi produksi

yang meliputi konsep aliran (flow concept) dan konsep kekuatan (power concept),

penghasilan (income) dilihat  sebagai pendapatan (earnings) yang meliputi  upah,

gaji,  bunga  dan  lain-lain.  Dari  sisi  konsumsi,  penghasilan  (income)  adalah

kepuasan (satisfaction) yang diperoleh seseorang.

2.6 Kriteria/Prinsip Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Baik

Pemungutan  pajak  yang  pada  mulanya  diwarnai  dengan  bentuk-bentuk

penindasan  dan  kesewenang-wenangan  penguasa  yaitu  digunakan  hanya  untuk

kesenangan penguasa semata, melayani penguasa (service for the lord) dan untuk

kepentingan  perluasan  daerah  kekuasaan,  lambat  laun  mengalami  perubahan.

Masalah hak asasi manusia (HAM) kemudian lebih dikedepankan. Piagam Magna

Charta di  Inggris  menjadi  tonggak  diakui  dan  dipertimbangkannya  hak  asasi

manusia (HAM) dalam pemungutan pajak. Pernyataan dalam piagam tersebut salah

satunya adalah “...taxes should not be imposed without the consent of the Common

Council of the realm.”40

Perkembangan zaman membuat orang lebih menghargai hak asasi manusia

(HAM). Tindakan sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap hak assasi

manusia  (HAM).  Pemikir  dan  ahli  ekonomi  makin  banyak memikirkan  hal-hal

terbaik  untuk  memberi  kewenangan  penguasa  untuk  memungut  pajak.  Maka

prinsip-prinsip dasar  pemungutan  pajak disusun oleh  penulis,  pemikir,  ahli  dan

filsuf  pada  zamannya.  Prinsip-prinsip  yang  selayaknya  diperhatikan  oleh

pemerintah  dalam memungut  pajak sehingga terbentuk suatu sistem perpajakan

yang  baik  mendapat  perhatian  para  sarjana  pemikir  antara  lain  Adam  Smith

(permulaan abad 18), Keynes, ERA Seligman dan Fritz Neumark (awal abad 20).41

Adam Smith dalam Safri Nurmantu (2005) memberikan empat pedoman

atau  prinsip  dalam  pemungutan  pajak  dimana  dimana  pemungut  pajak  dalam

memungut  pajaknya harus membuat  peraturan dan mengikuti  peraturan tersebut

untuk memenuhi rasa keadilan. Keempat prinsip tersebut disebut sebagai “the four

canons of Adam Smith” atau “the four Maxims”. Keempat prinsip tersebut adalah
40 Devano,  Sony dan Siti  Kurnia Rahayu.  Perpajakan :  Konsep,  Teori dan Isu.  Prenada Media
Group. Jakarta, 2006.
41 Ibid.
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equality,  certainty,  convenience dan  efficiency.  Yang  dimaksud  dengan  prinsip

equality adalah  bahwa  tekanan  pajak  di  antara  subyek  pajak  masing-masing

hendaknya dilakukan  seimbang  dengan  kemampuannya yaitu  seimbang  dengan

penghasilan yang dinikmatinya di  bawah perlindungan negara.  Prinsip  certainty

dimaksudkan supaya pajak yang dibayar oleh seseorang itu harus jelas atau terang,

pasti  dan  tidak  dapat  diulur-ulur  atau  ditawar-tawar  (not  arbitrary).  Prinsip

certainty ini meliputi empat hal yaitu pertama, kepastian siapa wajib pajak, kedua,

kepastian tentang obyek pajak sampai dengan jumlah yang harus dibayar, ketiga,

kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar, dan keempat, kepastian tentang ke

mana pajak itu harus dibayar. Prinsip convenience berarti bahwa dalam memungut

pajak,  pemerintah  hendaknya memperhatikan saat-saat  yang paling baik bagi  si

pembayar pajak (tax payer). Contoh klasik dari “saat yang paling baik dan paling

tepat” adalah saat petani sesuai menuai gandumnya. Pada saat itu petani dianggap

mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dengan “senang hati” karena baru

saja menuai gandum yang kemudian dapat dijualnya sehingga ia mempunyai dana

untuk  membayar  pajak.  Prinsip  efficiency berarti  bahwa  pemungutan  pajak

hendaknya  dilakukan  dengan  sehemat-hematnya,  jangan  sampai  biaya  untuk

memungut pajak justru lebih tinggi dari pajak yang dipungut.42

Seligman  dalam  Safri  Nurmantu  (2005)  merumuskan  empat  prinsip

pemungutan pajak yaitu fiscal, administrative, economic dan ethical. 

Prinsip  pertama  yaitu  prinsip  fiscal berhubungan  dengan  dua  hal  yaitu

adequacy (kecukupan) dan elasticity (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak

harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula

cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan dan perkembangan

kondisi perekonomian.43

Prinsip  kedua  yaitu  prinsip  administrative meliputi  prinsip  certainty,

convenience dan  economy. Prinsip  certainty (pada dasarnya sama dengan prinsip

certainty dari  Adam  Smith)  berarti  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  undang-

undang perpajakan harus jelas.  Ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan

dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk (“unless a tax law is

42 Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Penerbit Granit. Jakarta, 2005.
43 Ibid.
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certain  in  its  provisions,  it  is  a  bad  law”).  Prinsip  convenience berhubungan

dengan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus

dibayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi  yang bagaimana pajak itu

dibayar. Prinsip  economy sama dengan prinsip  efficiency dari Adam Smith yaitu

bahwa  biaya-biaya  untuk  memungut  pajak  harus  lebih  rendah  dari  pajak  yang

dipungut.44

Prinsip ketiga yaitu prinsip  economic dijabarkan dalam dua prinsip yaitu

innocuity dan  efficiency.  Prinsip  innocuity yaitu  bahwa  hendaknya  proses

pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif artinya beban pajak

yang  dipikul  oleh  para  wajib  pajak  jangan  sampai  menghalang-halangi

perekonomian  bangsa,  menghambat  produksi  atau  mencegah  investasi.  “Other

things  being  equal”  artinya  walaupun  pajak  dipungut  tetapi  proses  kemajuan

perekonomian  masyarakat  tetap  sama,  tidak  berhenti  apalagi  mundur.  Prinsip

efficiency artinya bahwa sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai

hasil-hasil  yang diinginkan.  Artinya  sistem  perpajakan  itu  secara  praktis  dapat

dengan mudah dilaksanakan sehingga penerimaan yang diharapkan diperoleh dari

pajak  dapat  tercapai.  Banyak  pajak  yang  mungkin  dalam  segi-segi  tertentu

dianggap baik tetapi sangat sulit dilaksanakan.45

Prinsip  keempat  adalah  prinsip  ethical yang  meliputi  dua  hal  yaitu

uniformity dan universality. Yang dimaksud dengan prinsip uniformity (kesamaan,

keseragaman)  atau  prinsip  equality  of  taxation (persamaan  dalam  perpajakan)

bukanlah keadilan yang mutlak seperti dalam perhitungan angka misalnya 6 dibagi

2  menjadi  3,  melainkan  suatu  keadilan  sebanding  yang  relatif  (relatively

proportional equality). Kata uniformity menggambarkan kesamaan yaitu perlakuan

yang  sama  terhadap  para  pembayar  pajak.  Muncul  pertanyaan,  apa  dasar

pertimbangan yang dipakai sehingga pajak dirasakan sama dan adil di antara para

pembayar pajak, atau dengan kata lain, apa yang menjadi dasar pengenaan pajak

sehingga setiap pembayar pajak diperlakukan sama. Pada mulanya yang menjadi

dasar pengenaan pajak adalah the cost of service to the government atau the value

of  the  service  to  the  individual.  Ini  sama  dengan  teori  kepentingan  yang

44 Ibid.
45 Ibid.
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menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kepentingan individu terhadap

negara.  Individu  membutuhkan  atau  mempunyai  kepentingan  terhadap  adanya

perlindungan  dan  keamanan  dari  negara.  Untuk  itu  individu  harus  membayar

sesuatu, baik di dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang kepada negara. Di

zaman yang lebih maju, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah the faculty or

the ability of  the individual  to pay.  Lama menjadi bahan pembahasan para ahli

tentang apa yang menjadi elemen nyata dari  faculty atau  ability to pay tersebut.

Untuk masa yang lama,  faculty to pay dianggap sebagai pengorbanan (sacrifice)

sehingga keadilan/kesamaan dalam perpajakan diartikan sebagai keadilan dalam

pengorbanan  yang  dikenakan  terhadap  individu.  Pengorbanan  tersebut

berhubungan  dengan  adanya  pemisahan  kekayaan  seseorang  untuk  keperluan

negara.  Hal  ini  berhubungan  dengan  pertanyaan,  apa  yang  tertinggal  pada

seseorang untuk segera dikonsumsikannya setelah pajak dibayar. Jadi yang menjadi

elemen dari ability to pay adalah konsumsi. Akan tetapi ternyata bahwa kehidupan

ekonomi tidak hanya terdiri dari konsumsi belaka sebab selain konsumsi juga ada

produksi. Yang dimaksud dengan produksi adalah kesempatan atau hak istimewa

untuk dapat menimbun atau menghasilkan suatu barang. Dengan demikian ada dua

hal yang dapat dipertimbangkan menjadi ukuran dari ability to pay seseorang yaitu

konsumsi dan produksi. Hal kedua dalam prinsip ethical adalah universality yang

menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak. Pembebasan pajak

(tax exemption) yang diberikan oleh undang-undang harus meliputi semua wajib

pajak dan tidak boleh hanya ditujukan atau dinikmati oleh segolongan wajib pajak

saja baik berdasarkan suku, kelas,  ras, agama maupun kebangsaan. Pembebasan

pajak untuk golongan masyarakat tertentu menimbulkan distorsi ekonomi.46

Fritz  Neumark  dalam Safri  Nurmantu  (2005)  menyatakan bahwa sistem

perpajakan di berbagai negara sangatlah bervariasi, tetapi ada empat prinsip yang

harus  diperhatikan  dalam  pemungutan  pajak  yaitu  revenue  productivity,  social

justice, economic goals dan ease administration and compliance.

Prinsip pertama yaitu  revenue productivity menyangkut dua hal yaitu  the

principle of adequacy dan the principle of adaptability. Yang dimaksud dengan the

principle of adequacy adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat

46 Ibid.
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menjamin  penerimaan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran.  Hal  ini

menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah di dunia. Sekiranya penerimaan

yang berasal  dari  pajak telah dapat  memenuhi  semua pengeluaran negara maka

negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat

maju  dan  makmur.  Yang  dimaksud  dengan  principle  of  adaptability adalah

hendaknya  sistem  perpajakan  bersifat  cukup  fleksibel  untuk  menghasilkan

penerimaan tambahan bagi negara apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak

seperti  adanya bencana  alam nasional,  tanpa  menimbulkan  kegoncangan  dalam

perekonomian.  Pada  hakikatnya  prinsip  adaptability ini  sama  dengan  prinsip

elasticity dari Seligman.47

Prinsip  pemungutan  pajak  yang  kedua  menurut  Fritz  Neumark  adalah

social  justice.  Suatu  sistem  perpajakan  yang  baik  hendaknya  memperhatikan

keadilan sosial yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan the principle of

universality, the equality principle, the ability to pay principle dan the principle of

redistribution of income.  The universality principle pada hakikatnya sama dengan

prinsip  universality yang dikemukakan Seligman yaitu  bahwa orang-orang yang

mampu membayar  pajak  harus  dipajaki  secara  universal  artinya  kepada  orang-

orang tersebut diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan

pajak dari  setiap wajib  pajak harus  meliputi  semua bidang dan lapangan sosial

ekonomi  masyarakat,  tidak  boleh  hanya  tertuju  pada  kelompok  atau  golongan

tertentu saja. The equality principle menghendaki supaya orang-orang yang berada

dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak

yang  sama  pula.  Hal  ini  senada  dengan  horizontal  equity dan  vertical  equity.

Horizontal equity mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang sama harus

diperlakukan sama. Vertical equity mengandung makna bahwa kepada orang-orang

yang tidak sama harus diperlakukan secara tidak sama pula. Prinsip the ability to

pay menghendaki supaya jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan

kemampuannya untuk  memikul  beban  pajak  itu  dengan  memperhatikan  semua

sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga

kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama. Prinsip

ini  menghendaki  struktur  tarif  yang  progresif.  The  principle  of  redistribution
47 Ibid.
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menghendaki bahwa distribusi beban pajak di antara penduduk harus mempunyai

akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan

oleh  mekanisme  pasar  bebas.  Ini  berarti  bahwa  melalui  sistem  perpajakan

khususnya  dengan  tarif  yang  progresif,  penghasilan  dan  kekayaan  dapat

diredistribusikan kepada anggota masyarakat.48

Prinsip  pemungutan  pajak  yang  ketiga  menurut  Fritz  Neumark  adalah

economic goals.  Menurut Fritz Neumark pajak dipergunakan sebagai alat  untuk

membantu mencapai tujuan-tujusn ekonomi. Dengan kebijaksanaan fiskal kegiatan

ekonomi dapat lebih dipacu dan kebijaksanaan fiskal dapat memperlunak akibat-

akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara merubah

tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam

siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi.49

Prinsip  pemungutan  pajak  yang keempat  menurut  Fritz  Neumark  adalah

ease administration and compliance. Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah

mudah dalam administrasinya dan  mudah  pula  untuk  mematuhinya.  Prinsip  ini

terinci dalam empat persyaratan yaitu the requirement of clarity,  the requirement

of  continuity,  the requirement  of  economy dan  the requirement  of  convenience.

Sesuai  dengan  the requirement  of  clarity,  dalam sistem perpajakan, baik dalam

undang-undang  perpajakan  maupun  pada  peraturan  pelaksanaannya,  khususnya

dalam  proses  pemungutan,  ketentuan-ketentuan  perpajakan  haruslah  dapat

dipahami  (comprehensible),  tidak  boleh  menimbulkan  keragu-raguan  atau

penafsiran  yang  berbeda,  tetapi  harus  menimbulkan  kejelasan  (must  be

unambiguous and certain) baik untuk wajib pajak maupun untuk fiskus sendiri.

Menurut  the  requirement  of  continuity,  undang-undang  perpajakan  tidak  boleh

sering berubah dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam

konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (tax reform) secara umum dan

sistematis.  Menurut  the  requirement  of  economy,  biaya-biaya  penghitungan,

penagihan  dan  pengawasan  pajak  harus  pada  tingkat  serendah-rendahnya  dan

konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain.  Biaya-biaya yang diminimalkan

tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (administrative

48 Ibid.
49 Ibid.
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cost)  tetapi  juga  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  untuk

melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (compliance cost). Menurut

the requirement of convenience, pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak

memberatkan  wajib  pajak.  Pemerintah  biasanya  memperbolehkan  pembayaran

utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu

yang cukup  untuk  penundaan  pengembalian  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT).

Persyaratan  convenience tercermin  pada  pelayanan  fiskus  terhadap  wajib  pajak

seperti pelayanan pendaftaran diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan Nomor

Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  penyuluhan  dan  pemberian  kesempatan  untuk

melaksanakan hak-hak wajib pajak.50

2.7 Pajak Penghasilan Di Beberapa Negara

Pada dasarnya praktik pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi

(OP) tidak berbeda di antara berbagai negara di dunia.

Tarif PPh OP

Pemungutan PPh OP di Kanada sedikit  berbeda dibandingkan dengan di

negara lain dalam hal diterapkannya  piggyback system yaitu sistem dimana satu

agen pemungut pajak memungut suatu jenis pajak yang sama yang dipungut oleh

dua  atau  lebih  level  pemerintahan  yang  berbeda.  Sebagai  contoh  atas  pajak

penghasilan  (PPh)  orang  pribadi  dikenakan  tarif  sebesar  15%  oleh  pemerintah

federal dan pemerintah negara bagian New Brunswick mengenakan tarif PPh 10%.

Agen  Canada Revenue Agency (CRA) di New Brunswick dapat memungut PPh

15%  untuk  pemerintah  federal  dan  3%  untuk  negara  bagian  New  Brunswick

apabila  pemerintah  New  Brunswick  menurunkan  tarif  dengan  tujuan  misalkan

untuk menarik orang atau wajib pajak untuk tinggal di New Brunswick.

Tarif PPh OP di Kanada untuk tingkat federal adalah sebagai berikut :

Tabel 6 
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Tingkat Federal di Kanada Tahun

2009

50 Ibid.
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Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30
Oktober 2009.

Sedangkan tarif PPh OP untuk tingkat provinsi dan teritori di Kanada tahun

2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Provinsi dan Teritori di Kanada

Tahun 2009

Sumber  :  http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada.  Jumat.  30
Oktober 2009.
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Di Amerika Serikat, PPh OP dikenakan pada tingkat federal, dengan tarif

berkisar antara 0% sampai dengan 35% tergantung dari pendapatan seorang wajib

pajak. Tarif PPh OP ini bersifat progresif. Selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Amerika Serikat Tahun 2006

Keterangan : n.a.= not available (tidak ada data)

Sumber  :  http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States.  Jumat.  30
Oktober 2009.

PPh OP di Australia juga dikenakan pada tingkat federal dengan asas

progresif. Tarif PPh OP Australia untuk tahun 2008-2009 dan 2009-2010 adalah

sebagai berikut :

Tabel 9
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2008-

2009

Sumber  :  http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30
Oktober 2009.

Tabel 10
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2009-2010

Sumber :  http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober
2009.
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Pada bulan April 2008, pemerintah Inggris menghapus tarif awal PPh OP

sebesar 10% dan menurunkan tarif kedua dari 22% menjadi 20%. Selengkapnya

tarif PPh OP di negara Inggris dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11
Kelompok Pajak Dengan Tarif Masing-masing di Negara Inggris Tahun 2009

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_UK. Jumat. 30 Oktober 2009.

Tarif  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  di  Jerman  meningkat  secara

progresif, dimulai dari tarif terrendah 14% sampai dengan tarif tertinggi sebesar

45%.  Sejumlah biaya yang  disebut dengan  biaya  solidaritas  atau solidarity

surcharge (Solidaritaetszuschlag)  dengan tarif  5,5%  dari pajak  penghasilan

dikenakan  pada lapisan tertinggi PPh ini (contoh sebesar 25% tarif  PPh x 5,5%

solidarity  surcharge =  26,375%  adalah  pajak  totalnya). Tarif  pajak  PPh  OP

terrendah adalah 14%, kemudian meningkat secara progresif sampai dengan  tarif

sebesar  42%  untuk  pendapatan  kena  pajak  sebesar  EUR52.552 (single)  atau

EUR105.104 (pasangan menikah). Bila pendapatan kena pajak mencapai jumlah

EUR250.401 (single) atau  EUR500.802 (pasangan menikah) maka tarif pajaknya

adalah sebesar 45%. Pendapatan dari aset-aset modal menjadi obyek dari uniform

tax rate sebesar 25% (ditambah solidarity surcharge).51

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Rusia bersifat flat yaitu sebesar

13% untuk wajib pajak warga negara asli atau wajib pajak dalam negeri (resident)

Rusia dan  30% untuk wajib pajak warga negara asing (non-resident). Untuk bisa

ditetapkan sebagai wajib pajak warga negara asli atau wajib pajak dalam negeri

51 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Germany. Jumat. 30 Oktober 2009.
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(resident tax payer) Rusia, seseorang harus tinggal atau menetap di Rusia minimal

selama 183 hari  selama satu tahun kalender. Bagi wajib pajak asing atau wajib

pajak luar negeri (non-resident tax payer) tidak diperbolehkan adanya pengurangan

pajak (tax deductions) dan penyisihan pajak (tax allowance).52

Tarif PPh Pasal 21

Tarif  PPh  Pasal  21  pada  berbagai  negara  sampel  di  atas  yaitu  Kanada,

Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman dan Rusia, memiliki tarif yang sama

dengan PPh OP, hanya cara pemungutannya yang berbeda dimana PPh Pasal 21 di

negara-negara tersebut dipotong oleh pemberi kerja pada saat penyerahan gaji atau

upah.

Di  Amerika  Serikat,  terdapat  tambahan  pajak  yang  dikenakan  terhadap

pegawai atau karyawan yaitu Pajak Jaminan Sosial (Social Security Tax) atau yang

secara resmi disebut Federal Insurance Contribution Act (FICA), Pajak Perawatan

Kesehatan  (Medicare Tax)  dan  pajak  payroll untuk  asuransi  pengangguran dan

program  retraining.  Pajak  FICA memiliki  tarif  sebesar  12,4% dari  pendapatan

seorang  pekerja  dimana  sebesar  6,2%  dibayarkan  oleh  pekerja  itu  sendiri  dan

sebesar 6,2% sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak FICA hanya dikenakan

pada  pekerja  yang  memiliki  pendapatan  setahun  sebesar  $94.200,-  ke  atas.

Medicare Tax dikenakan pada seluruh pendapatan tanpa batas minimal dengan tarif

2,9%  dari  pendapatan  seorang  pekerja  dimana  sebesar  1,45%  dibayarkan  oleh

pekerja itu sendiri dan sebesar 1,45% sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak

payroll untuk  asuransi  pengangguran  dikenakan  dengan  tarif  1,2%  dan  hanya

dikenakan atas $7.000,- pendapatan lapisan pertama saja dan dibayar oleh pekerja,

sedangkan pajak  payroll untuk program  retraining dikenakan dengan 0,1% atas

pendapatan lapisan pertama saja dan dibayarkan oleh pemberi kerja.53

Atas penghasilan pekerja di Australia terdapat tambahan pajak yang disebut

pajak  payroll yang  dikenakan  hanya  kepada  pemberi  kerja.  Selain  itu  atas

pendapatan pekerja  juga dikenakan  medicare  tax sebesar  1,5% dari  pendapatan

kena pajak  dan dibayarkan oleh  pekerja.  Pajak  payroll dikenakan pada seluruh

52 http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia. Senin. 26 Oktober 2006.
53 Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat. 30 Oktober 2009.
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pendapatan  pekerja  di  atas  batas  tertentu  yang  disebut  threshold.  Tarif  pajak

payroll di Australia dan threshold-nya adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Tarif Pajak Payroll dan Batasan (Threshold) Australia Tahun 2009

Sumber :  http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober
2009.

Di Rusia,  atas pendapatan para pekerja,  dikenakan pajak tambahan yang

disebut Unified Social Tax (UST) yang dikenakan hanya pada pemberi kerja. Tarif

UST adalah sebesar  26% untuk pendapatan sampai dengan  RUR280 ribu, untuk

pendapatan  sebesar  RUR280 ribu  – 600 ribu pemberi  kerja  harus  membayar

tambahan 10% dan untuk pendapatan di atas RUR600 ribu employer (pengusaha)

membayar tambahan 2% saja.54

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP di Kanada disebut dengan  basic personal amount dan untuk tahun

2009 adalah sebesar $10.320,-.55 

Sistem  perpajakan  di  Amerika  Serikat  tidak  mengenal  PTKP  tetapi

memberlakukan suatu kredit pajak yaitu child credits, Earned Income Tax Credits,

dan child and dependant care credit yang jumlahnya berbeda-beda pada tiap wajib

pajak.56

Di Australia tidak terdapat PTKP dalam sistem perpajakannya. Hanya atas

orang pribadi yang pendapatannya sangat kecil diberikan suatu rabat atau potongan

pajak  yang  disebut  LITO  (Low  Income  Tax  Offset)  yang  jumlahnya  sebesar

$1.200,- untuk orang pribadi dengan pendapatan kurang dari $30.000,- dan jumlah

rabat pajak ini makin berkurang sebesar 4c untuk tiap dolar pendapatan kena pajak

di atas $30.000,- sehingga pada pendapatan kena pajak sebesar $60.000,- ke atas,

jumlah LITO-nya adalah nol. Selain itu, untuk keluarga dengan tanggungan anak

54 http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia. Senin. 26 Oktober 2006.
55 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat. 30 Oktober 2009.
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akan mendapatkan manfaat pajak keluarga atau  Family Tax Benefit (FTB) yang

besarnya tergantung pada usia anak dan jumlah anak dalam satu keluarga.57

PTKP di Inggris, seperti juga di negara lain yang menerapkannya, hanya

diberikan  kepada  wajib  pajak  dalam  negeri.  PTKP  di  Inggris  disebut  dengan

personal  allowance.  Jumlah  personal  allowance untuk  wajib  pajak  berusia  65

tahun ke bawah tahun 2007-2008 adalah sebesar £5.225,-, tahun 2008-2009 sebesar

£6.035,- dan untuk tahun 2009-2010 adalah sebesar £6.475,-. Untuk wajib pajak

berusia di atas 65 tahun, buta dan pasangan menikah dengan minimal salah satu di

antara  mereka  lahir  sebelum  tanggal  06  April  1935  mendapatkan  personal

allowance lebih besar.58

PTKP  di  Jerman  disebut  dengan  basic  allowances.  Besarnya  adalah

EUR7.834 untuk orang tidak menikah (tahun 2009) dan sebesar EUR15.668 (tahun

2009) untuk pasangan menikah dengan perhitungan pajak yang digabung (joint

assessment).59

Tidak terdapat  PTKP dalam sistem perpajakan di  Rusia.  Hanya terdapat

pengurangan  pajak  (tax  deductions)  seperti  biaya  untuk  belanja  rumah  tangga,

biaya pendidikan dan biaya kesehatan.60

57 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober 2009.
58 http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_allowance. Jumat. 30 Oktober 2009.
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Germany. Jumat. 30 Oktober 2009.
60 http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia. Senin. 26 Oktober 2006.
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BAB III
PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ORANG PRIBADI

DI INDONESIA SEJAK ERA REFORMASI 1999

3.2 Obyek dan Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi (PPh OP)

Berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak Penghasilan (atau disingkat dengan UU PPh), yang menjadi obyek

Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  21 adalah  penghasilan  sehubungan  dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan

pegawai  tetap  atau  pensiunan  yang dipotong  pajak  untuk  setiap  bulan  adalah

jumlah  penghasilan  bruto  setelah  dikurangi  dengan  biaya  jabatan  atau  biaya

pensiun  (yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan), iuran

pensiun,  dan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP).  Sedangkan  penghasilan

pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak

adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak

dikenakan  pemotongan  yang  besarnya  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri

Keuangan. 

Berdasarkan pada peraturan yang sama yaitu pasal 21 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subyek

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah ada 5 (lima) yaitu :

a. Pemberi  kerja  yang  membayar  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan

pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,

b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan,

c. Dana  pensiun  atau  badan  lain  yang  membayarkan  uang  pensiun  dan

pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun,
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d. Badan  yang  membayar  honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan

bebas, dan

e. Penyelenggara  kegiatan  yang  melakukan  pembayaran  sehubungan  dengan

pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir  dengan Undang-undang Nomor  17 Tahun 2000 Tentang Pajak

Penghasilan menyatakan bahwa  tidak termasuk sebagai subyek PPh Pasal 21

atau tidak termasuk sebagai pemberi  kerja yang wajib melakukan pemotongan,

penyetoran,  dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a  di  atas

adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak  Penghasilan,  yang menjadi  obyek  PPh Orang  Pribadi adalah

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh  wajib  pajak orang  pribadi,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan

dalam bentuk apapun, termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus,

gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini,

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,

c. laba usaha,

d. keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta  termasuk

keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

atau  pengusaha  kecil  termasuk  koperasi  yang  ditetapkan  oleh  Menteri

1
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Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,

f. bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan

pengembalian utang,

g. dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  dividen  dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi,

h. royalti,

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,

n. premi asuransi,

o. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak Penghasilan,  yang  tidak termasuk sebagai  obyek PPh Orang

Pribadi adalah :

a. 1)  bantuan  sumbangan,  termasuk  zakat  yang diterima  oleh  para  penerima

zakat yang..berhak,

2) harta  hibahan  yang  diterima  oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri  Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,  pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,

b. warisan,
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c. penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah,

d. pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi  sehubungan

dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa,

e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi  atas saham-saham,  persekutuan,  perkumpulan,

firma, dan kongsi.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak  Penghasilan,  yang menjadi  subyek PPh Orang Pribadi adalah

subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan subyek pajak orang pribadi

luar negeri. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek

pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia  atau orang pribadi  yang berada  di  Indonesia  lebih dari  183 (seratus

delapan puluh tiga) hari  dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,  atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan subyek

pajak orang pribadi luar negeri menurut pasal 4 ayat (4) adalah orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak Penghasilan, yang  tidak termasuk sebagai subyek PPh Orang

Pribadi adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-

pejabat  lain  dari  negara  asing,  dan  orang-orang  yang  diperbantukan  kepada

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan

syarat  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  di  Indonesia  tidak  menerima  atau

memperoleh  penghasilan  lain  di  luar  jabatan  atau  pekerjaannya  tersebut  serta

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik dan pejabat-pejabat
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perwakilan organisasi  internasional  yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan

usaha  atau  kegiatan  atau  pekerjaan  lain  untuk  memperoleh  penghasilan  dari

Indonesia.

3.3 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh OP

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (5), tarif PPh Pasal 21 adalah

tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

17  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Penghasilan kecuali  ditetapkan  lain  dengan

Peraturan  Pemerintah.   Tarif  pajak  dalam  pasal  17  ayat  (1) ini  adalah  juga

merupakan tarif PPh Orang Pribadi dalam negeri yaitu :

Tabel 13
Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001

Sumber  :  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah
terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Pajak
Penghasilan.

Sedangkan tarif PPh Orang Pribadi luar negeri, sesuai dengan pasal 26 UU

PPh adalah tarif tunggal (flat) sebesar 20%.

3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 dan PPh OP

Penghasilan Tidak Kena  Pajak (PTKP)  bagi  wajib  pajak  PPh  Pasal  21

maupun PPh Orang Pribadi  adalah sama, yaitu sesuai  dengan pasal  7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

terlihat pada Tabel 14 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak

PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001-2004 di bawah

ini.

 Ketentuan sebagaimana pada tabel 14 hanya berlaku sampai 31 Desember

2004.  Untuk  tahun  2005  berlaku  ketentuan  baru  yaitu  Keputusan  Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 Tanggal 29 November
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2004  Tentang  Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)

sebagaimana terlihat pada tabel 15 di bawah ini.

Tabel 14
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh

Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001-2004

Sumber  :  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah
terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Pajak
Penghasilan.

Tabel 15
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh

Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2005

Sumber  :  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah
terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Pajak
Penghasilan.

Kemudian untuk tahun 2006 sampai tahun 2008 berlaku ketentuan PTKP

yang baru lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

137/PMK.03/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

Tabel 16
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh

Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2006-2008

1
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Sumber  :  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah
terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Pajak
Penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini adalah PTKP untuk masa satu

tahun.  Untuk  mengetahui  PTKP  per  bulan  maka  PTKP  satu  tahun  ini  dibagi

dengan angka  12 (dua belas) dan untuk mengetahui PTKP per hari maka PTKP

per bulan dibagi angka 20 (dua puluh).

3.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh OP

Tata  cara  pemungutan  PPh  Pasal  21  diatur  dalam  Keputusan  Direktur

Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Subyek PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana

pensiun  dan  badan  yang  memberikan  honorarium  atau  imbalan  sehubungan

dengan  pekerjaan  dan  atau  kegiatan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  wajib

memotong PPh  Pasal  21  atas  penghasilan  dalam bentuk  apapun dengan nama

apapun  yang  diberikan  kepada  orang  pribadi  pelaksana  kegiatan.  Semua

penghasilan ini digabungkan sehingga membentuk Penghasilan Bruto. 

Untuk  mendapatkan  Penghasilan  Neto,  Penghasilan  Bruto  dikurangi

dengan Biaya Jabatan dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tabungan Hari Tua

(THT). Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan. Jumlahnya sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto dengan

jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua

ratus  sembilan  puluh  enam  ribu  rupiah)  setahun  atau  Rp  108.000,00  (seratus

delapan ribu rupiah) sebulan. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tabungan Hari

Tua  (THT)  adalah  iuran  yang terkait  dengan  gaji  yang dibayar  oleh  pegawai

kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri  Keuangan

atau  badan  penyelenggara  Tabungan  Hari  Tua  atau  Jaminan  Hari  Tua  yang

dipersamakan  dengan  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh

Menteri Keuangan. 

Apabila  penghasilan yang diserahkan berupa pensiun maka Penghasilan

Bruto  ini  dikurangi  dengan  Biaya  Pensiun,  yaitu  biaya  untuk  mendapatkan,
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menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan

Bruto  dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah  Rp 432.000,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh

enam ribu rupiah) sebulan.

Penghasilan  Neto  ini  dikurangi  dengan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak

(PTKP) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini

kemudian  dikalikan  dengan  tarif  PPh  Pasal  21  sebagaimana  dijelaskan  dalam

Tabel 12 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001

sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan

PPh  Pasal  21  yang  terutang  untuk  setiap  bulan  takwim.  Penyetoran  pajak

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)  atau  bank-bank  lain  yang ditunjuk  oleh  Direktur  Jenderal  Anggaran

(DJA) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pemotong Pajak

wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor

Penyuluhan Pajak setempat  selambat-lambatnya pada tanggal  20 bulan takwim

berikutnya.  Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh

Pasal 21 maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang

terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Pemotong

Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun

tidak  pada  saat  dilakukannya  pemotongan  pajak  kepada  orang  pribadi  bukan

sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari

Tua (JHT), penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Pemotong Pajak

wajib  memberikan  Bukti  Pemotongan  PPh  Pasal  21  Tahunan kepada  pegawai

tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun

takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian

tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud  harus  diberikan

oleh  pemberi  kerja  selambat-lambatnya  1  (satu)  bulan  setelah  pegawai  yang

bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
1
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Setiap  Pemotong  Pajak  wajib  mengisi,  menandatangani,  dan

menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pemotong  Pajak  terdaftar  atau  Kantor  Penyuluhan  Pajak  setempat. Surat

Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  PPh  Pasal  21  harus  disampaikan  selambat-

lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. SPT Tahunan PPh Pasal 21

harus  dilampiri  dengan  lampiran-lampiran  yang  ditentukan  dalam  Petunjuk

Pengisian  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21  untuk  tahun  pajak  yang  bersangkutan.

Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21

yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi  surat ijin bekerja yang dikeluarkan

oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.

Dalam hal  jumlah PPh Pasal  21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih

besar dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum

penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret

tahun takwim berikutnya. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam

satu tahun takwim lebih kecil  dari  PPh Pasal  21 yang telah disetor,  kelebihan

tersebut  diperhitungkan dengan PPh  Pasal  21  yang terutang untuk  bulan pada

waktu  dilakukannya penghitungan tahunan,  dan jika masih ada sisa  kelebihan,

maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Dalam

hal  Pemotong  Pajak  adalah  badan,  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21  harus

ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21

ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain pengurus atau direksi,  maka harus

dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Untuk PPh Orang Pribadi yang memungut dan melaporkan pajak adalah

diri orang itu sendiri. Pemungutan dan pelaporan diatur dalam pasal 25 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Penghasilan.  Pemungutan  PPh

Orang  Pribadi  tiap  bulan  atas  penghasilan  yang  diterima  dilakukan  melalui

mekanisme angsuran yang disebut angsuran PPh Pasal 25. Besarnya angsuran PPh

Pasal  25  dalam tahun berjalan  sama  dengan  PPh  yang terutang  menurut  SPT

Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong

atau dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh

yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau
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banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran PPh Pasal 25 ini disetorkan

ke  bank  persepsi  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  lembar  kedua  dan

keempat. SSP lembar ketiga disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor

Penyuluhan Pajak sebagai laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25.

Terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

(PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghitungan dengan

cara  biasa  dan  penghitungan  dengan  menggunakan  norma  penghitungan  yang

disebut dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). 

Cara penghitungan dengan menggunakan norma diperuntukkan bagi wajib

pajak  orang  pribadi  yang  diperbolehkan  untuk  tidak  menyelenggarakan

pembukuan.  Penghasilan  Bruto  dikalikan  dengan  NPPN  sehingga  diperoleh

Penghasilan Neto. Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dikalikan

dengan tarif  PPh Orang Pribadi  (Tabel  12 Tarif PPh Pasal  21 dan PPh Orang

Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001) sehingga diperoleh Pajak Penghasilan (PPh)

Orang Pribadi terutang.

Pada penghitungan dengan cara biasa maka Penghasilan Kena Pajak (PKP)

sebagai dasar penerapan tarif PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam  Negeri  dalam  suatu  tahun  pajak  dihitung  dengan  cara  mengurangkan

Penghasilan  Bruto  (Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Pajak Penghasilan) dengan pengurangan-pengurangan (Pasal 6 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atau disingkat

UU PPh).  Angka Penghasilan Neto yang diperoleh kemudian dikurangi dengan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan angka Penghasilan

Kena Pajak (PKP). PKP dikalikan dengan tarif PPh Orang Pribadi (Tabel 12 Tarif

PPh  Pasal  21  dan  PPh  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  Tahun  2001)  sehingga

diperoleh Pajak Penghasilan (PPh)  Orang Pribadi  terutang.  PPh  Orang Pribadi

yang  terutang  ini  dikurangi  dengan  kredit  pajak  untuk  tahun  pajak  yang

bersangkutan, berupa :
1
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a. pemotongan  pajak  atas  penghasilan  dari  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh,

b. pemungutan  pajak  atas  penghasilan  dari  kegiatan  di  bidang  impor  atau

kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh,

c. pemotongan  pajak  atas  penghasilan  berupa  deviden,  bunga,  royalti,  sewa,

hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal

23 UU PPh,

d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh,

e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 UU PPh,

f. pemotongan pajak atas  penghasilan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  26

ayat (5) UU PPh.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar

daripada kredit  pajak sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 ayat (1) UU PPh,

maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal

25  (dua  puluh lima)  bulan  ketiga  setelah  tahun pajak berakhir,  sebelum Surat

Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  disampaikan. Kekurangan

bayarnya disetorkan ke bank persepsi.  Apabila pajak yang terutang untuk suatu

tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan

pembayaran  pajak  dikembalikan  setelah  diperhitungkan  dengan  utang  pajak

berikut sanksi-sanksinya

 Semua perhitungan dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

1
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BAB IV
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL KOTA DEPOK : 2000-2007

4.1 Perkembangan Ekonomi Makro (Produk Domestik Regional Bruto atau

PDRB) Kota Depok Tahun 2000-2007
Perkembangan PDRB kota Depok selama kurun waktu tahun 2000 sampai

dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007

Sumber: PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2007
oleh BPS dan Bappeda Kota Depok.

Dari tabel 17 di atas bisa diketahui bahwa dari tahun 2001 sampai 2007

PDRB Kota Depok selalu naik. Penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2007

adalah sektor tersier (50,52%), kemudian diikuti sektor sekunder (47,04%) dan

sektor  primer  (2,43%).  Fakta  ini  memperlihatkan  bahwa  sektor  tersier  mulai

menggeser sektor sekunder yang sebelumnya (tahun 2000, 2002, 2003, dan 2005)

merupakan  penyumbang  terbesar  terhadap  PDRB  Kota  Depok.  Secara  rinci

perkembangan proporsi sumbangan sektor-sektor dapat dilihat pada tabel 18 di

bawah ini.

Tabel 18
Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007 Atas Dasar Harga

Berlaku (dalam persen)
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Sumber:  PDRB Kota Depok Menurut  Lapangan Usaha Tahun 2002-2007 oleh
BPS dan Bappeda Kota Depok.

Kemajuan  ekonomi  kota  Depok  terlihat  dari  cukup  tingginya  Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Depok yaitu pada tahun 2007 mencapai 7,04%

lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2007 yang sebesar 6,3%1.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini. 

Tabel 19
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2001-2007

Sumber:  PDRB Kota Depok Menurut  Lapangan Usaha Tahun 2002-2007 oleh
BPS dan Bappeda Kota Depok.

Dari  semua sektor yang ada,  pada tahun 2007 sektor tersier mengalami

pertumbuhan  paling  pesat,  yaitu  mencapai  9,45%.  Subsektor  yang  paling

mendukung  pesatnya  laju  pertumbuhan  sektor  tersier  adalah  subsektor

Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran  yang  bertumbuh  hingga  mencapai  12,01%.

Angka  ini  merupakan  yang  paling  tinggi  dibanding  subsektor-subsektor  yang

berkembang di kota Depok. Subsektor yang tinggi pula pertumbuhannya adalah

Bangunan/Konstruksi  yang mengalami  pertumbuhan  mencapai  10,29%  disusul

oleh subsektor Keuangan, Persewaan dan Jasa sebesar 9,14%.

1 BPS  Indonesia.  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Tahun  2007. Berita  Resmi  Statistik
No.10/02/Th.XI, 15 Februari 2008. Jakarta, 2008.
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4.2 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007
Pada  akhir  tahun  2007  penduduk  kota  Depok  diproyeksikan  sekitar

1.470.002  jiwa  meningkat  dibanding  jumlah  penduduk  pada  tahun  2006  yang

sebesar 1.420.480 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 3,49%.

Dari  total  penduduk  kota  Depok  terdapat  708.620  jiwa  (48,21%)  penduduk

perempuan  dan  761.382  jiwa  (51,79%)  penduduk  laki-laki.  Dengan  demikian

rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah 107:100 artinya terdapat

107  laki-laki  pada  setiap  100  orang  perempuan.  Kondisi  ini  berbeda  dengan

penduduk Indonesia  secara  umum dimana  penduduk perempuan  lebih  banyak.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20
Komposisi dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007

Sumber : Depok Dalam Angka 2001-2007.

Pada tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini,

struktur usia yang paling dominan adalah kelompok usia 25-29 tahun sebanyak

150.950 jiwa (10,27%) kemudian kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 145.897

jiwa (9,92%). Untuk kelompok usia  produktif  (15-64 tahun) terdapat sebanyak

1.012.228 jiwa (68,86%).

Tabel 21
Penduduk Kota Depok Menurut Umur Tahun 2001-2007

a. Dalam angka

1
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b. Dalam persentase

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.

Sebagaimana terlihat pada tabel 22, tabel 23  dan gambar 3 di bawah ini,

pada  tahun  2007,  berdasarkan  kecamatan,  yang  memiliki  tingkat  kepadatan

penduduk tertinggi adalah kecamatan Sukmajaya (10.033,61 jiwa/km2), kemudian

kecamatan  Beji  (9.782  jiwa/km2),  kemudian  kecamatan  Pancoran  Mas  (9.023

jiwa/km2),  kecamatan  Cimanggis  (7.528  jiwa/km2),  kecamatan  Limo  (6.553

jiwa/km2) dan kecamatan Sawangan (3.635 jiwa/km2). 

Kecamatan  yang  memiliki  kecenderungan  perkembangan  tingkat

kepadatan  penduduk  meningkat  adalah  Sukmajaya  dan  yang  memiliki

kecenderungan perkembangan tingkat kepadatan penduduk menurun adalah Beji

dan Limo. Sementara untuk kecamatan Sawangan, Pancoran Mas dan Cimanggis,

perkembangan  tingkat  kepadatan  penduduknya  cenderung  stabil.  Secara
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keseluruhan untuk Kota  Depok perkembangan  tingkat  kepadatan  penduduknya

adalah menaik.

Tabel 22
Kepadatan Penduduk Kota Depok Per Kecamatan Tahun 2001-2007

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.
Tabel 23

Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok
Tahun 2002-2007

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.

1

Analisis perkembangan..., Yusuf Munandar, FE UI, 2009.



52

7.41%
9.85%

0.13%

1.28%
4.22%

-0.12%

5.38%

11.66%

3.94%

-5.77%

2.90%

5.63%

-4.56%

3.91%
1.75%

1.80%

2.08%

9.01%

-2.22%
5.87%

3.45%

0.90%

3.43%
2.68%

18.88%

7.24%

0.01%

5.97%

4.89%

-2.58%

41.85%

6.21%

4.25%

1.18%

4.15%

0.17%

7.03%
7.10%

2.52%

0.37%

3.34%

3.49%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sawangan

Pancoran Mas

Sukmajaya

Cimanggis

Beji

Limo

Kota Depok

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.
Gambar 3

Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok
Tahun 2002-2007

4.3 Perkembangan  Lapangan  Usaha  dan  Lapangan  Kerja  Kota  Depok

Tahun 2002-2007

Lapangan usaha dan lapangan kerja di Kota Depok terus meningkat. Hal

ini terlihat dari jumlah perusahaan formal yang terdaftar di Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Depok yang dari tahun ke tahun terus

meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 24 di bawah ini.

Tabel 24
Jumlah Perusahaan Formal Kota Depok Tahun 2002-2007

Tahun Jumlah Perusahaan Formal
2002 845
2003 1.092
2004 1.479
2005 1.306
2006 1.902
2007 1.920

     Sumber: Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2002-2007.

Perkembangan lapangan usaha dan lapangan kerja juga bisa dilihat  dari

status pekerjaan utama tahun 2001-2006 dimana rata-rata tahun 2001-2006, posisi

tertinggi  adalah  sebagai  buruh  atau  pekerja  dibayar  yaitu  rata-rata  67,68%,

kemudian  posisi  kedua  adalah  bekerja  sendiri  sebesar  rata-rata  23,31%.  Lebih

jelasnya bisa dilihat pada tabel 25 di bawah ini.
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Tabel 25
Status Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006 (dalam %)

Keterangan : n.a.= Data Tahun 2007 belum tersedia
Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 – 2007

Dilihat  dari  lapangan usaha  utama sebagian  besar  penduduk bekerja  di

sektor Jasa-Jasa dengan rata-rata tahun 2001-2006 adalah sebesar 27,04% disusul

oleh sektor Perdagangan dengan rata-rata sebesar 25,19%. Lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 26 di bawah ini.

Tabel 26
Lapangan Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006 (dalam %)

Keterangan : n.a.= Data Tahun 2007 belum tersedia
Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 – 2007

4.4 Perkembangan  Angka Partisipasi  Angkatan Kerja Kota  Depok Tahun

2001-2006
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah jumlah angkatan kerja

dibagi dengan jumlah usia kerja. Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk
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berusia 10 tahun ke atas yang sedang bekerja ditambah dengan jumlah penduduk

berusia 10 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Usia kerja adalah jumlah

penduduk berusia 10 tahun ke atas. APAK Kota Depok dari tahun 2001 sampai

tahun 2006 rata-rata adalah 50,94% dengan fluktuasi sebagaimana terlihat pada

tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Depok Tahun 2001-2006

Keterangan : n.a. = Data Tahun 2007 belum tersedia
Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 - 2007

4.5 Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007
Perkembangan  inflasi  Kota  Depok  tahun  2003  sampai  tahun  2007

mengikuti perkembangan inflasi nasional yang dipengaruhi oleh kenaikan harga

BBM tahun 2005 dan 2007 dengan rata-rata tingkat inflasi tahunan sebesar 7,11%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28
Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007

Keterangan : n.a. = Data Tahun 2002 tidak tersedia
Sumber  :  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Walikota  Depok
Tahun 2006 - 2007

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni dari BPS Kota Depok pada hari

Selasa 08 September 2009 pukul 13.30 dinyatakan bahwa pada tahun 2000, 2001

dan 2002, BPS Kota Depok belum melakukan survei biaya hidup ( atau secara

resmi  disebut  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  [Susenas])  untuk  menghitung

inflasi Kota Depok sehingga data tingkat inflasi Kota Depok tahun 2000, 2001

dan 2002 tidak tersedia.
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BAB V
ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21 DAN PPh

ORANG PRIBADI (OP) KOTA DEPOK : 2002-2007 

5. 1Perkembangan  Realisasi  Penerimaan PPh Pasal  21  dan  PPh OP Kota

Depok Tahun 2002-2007

Sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  29  Rencana  dan  Realisasi  serta

Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007 di bawah ini, pada

tahun 2002 terdapat lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 yaitu untuk

PPh OP tercapai realisasi lebih dari 4 kali dari rencana atau target (459,86%) dan

untuk PPh Pasal 21 tercapai realisasi penerimaan 9 kali dari rencana (897,19%).

Lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 ini terjadi lagi pada tahun 2003

(425,29% ; 911,94%).

Tabel 29
Rencana dan Realisasi (dalam jutaan rupiah),  Pencapaian dan Pertumbuhan

(dalam persen) Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-
2007

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Menurut  Arwilisman  Kepala  KPP  Pratama  Depok  pada  Selasa  07  Juli

2009, lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 dan 2003

adalah disebabkan oleh  pertama, perkembangan ekonomi yang meningkat pesat

dibanding  tahun  2001  yang  disebabkan  realisasi  investasi  yang  meningkat

sehingga  banyak  tenaga  kerja  yang  terserap  yang  selanjutnya  menciptakan

multiplier effect berupa munculnya para pemasok, pedagang barang dan jasa untuk

melayani para pekerja tersebut,  kedua, penetapan rencana atau target perolehan
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PPh OP dan PPh Pasal 21 yang terlalu rendah dari potensi karena pejabat DJP

belum  mengetahui  potensi  yang  sebenarnya  sehingga  realisasi  yang  diterima

sangat besar dibandingkan dengan target atau rencana. Lonjakan penerimaan PPh

OP  dan  PPh  Pasal  21  bukan  disebabkan  oleh  kebijakan  KPP  Depok  atau

Direktorat Jenderal Pajak karena pada tahun 2001 sampai tahun 2007 Direktorat

Jenderal Pajak maupun KPP Depok tidak mengeluarkan kebijakan khusus terkait

perpajakan.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 17 PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007

pada Bab IV Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Kota Depok: 2000-2007 di atas,

pada  tahun  2002  (6,21%)  dan  2003  (6,26%)  tidak  terjadi  lonjakan  Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE). 

Lonjakan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP pada tahun 2002

(897,19%  ;  459,86%)  dan  2003  (911,94%  ;  425,29%)  dibandingkan  dengan

rencana kemungkinan disebabkan oleh penetapan rencana atau target perolehan

PPh OP dan PPh Pasal 21 yang terlalu rendah dari potensi karena pejabat DJP

belum  mengetahui  potensi  yang  sebenarnya  sehingga  realisasi  yang  diterima

sangat besar dibandingkan dengan target atau rencana.

Menurut  Anggiat  AM  Togatorop,  Pelaksana  Seksi  PDI  KPP  Pratama

Depok pada Selasa 07 Juli 2009, terbentuknya KPP Depok pada tahun 20031 yang

semula adalah KPP Cibinong yang kemudian dipisah dan berdiri sendiri menjadi

KPP Depok menyebabkan terjadinya euforia pada wajib pajak KPP Depok karena

pengurusan pajak  menjadi  lebih dekat  sehingga mendorong wajib  pajak  untuk

mendaftar NPWP, membayar PPh OP dan PPh Pasal 21 dan melaporkannya ke

KPP Depok sehingga realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 KPP Depok

pada tahun 2003 mengalami lonjakan. 

Peningkatan jumlah NPWP terlihat  pada tabel  30 di  bawah ini  dimana

pada  tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan jumlah  NPWP untuk  PPh  OP cukup

besar. Pertumbuhan jumlah wajib pajak PPh OP mencapai puncaknya pada tahun

2002 yaitu sebesar 33,54% kemudian menurun pada tahun 2003 (32,65%) , 2004

(24,04%) sampai tahun 2006 menjadi hanya 15,86% tetapi kemudian meningkat

pesat menjadi sebesar 74,07% pada tahun 2007. Pertumbuhan jumlah wajib pajak

1 Keputusan Menteri Keuangan RI c.q.Direktur Jenderal Pajak No.519/KMK.01/2003 tanggal 2
Desember 2003.
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PPh Pasal 21 pada tahun 2002 adalah sebesar 19,74%, meningkat pada tahun 2003

(22,37%),  mencapai  puncaknya  pada  tahun  2004  menjadi  sebesar  32,42%,

kemudian terus menurun sampai menjadi hanya 10,71% pada tahun 2007.

Tabel 30
Jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 (dalam angka absolut) dan

Pertumbuhannya (dalam persen) di Kota Depok Tahun 2002-2007

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Pengaruh euforia peningkatan kepatuhan pajak pada wajib  pajak karena

pembentukan KPP Depok terjadi hanya pada tahun 2002 dan 2003 saja dan untuk

wajib pajak PPh OP saja sebagaimana terlihat pada tabel 30 di atas dimana terlihat

bahwa pertumbuhan wajib pajak PPh OP yang cukup besar hanya terjadi pada

tahun 2002 (33,54%) dan 2003 (32,65%) saja untuk kemudian pada tahun 2004

(24,04%) sampai tahun 2006 (15,86%) terus menurun. Tetapi pada tahun 2007

pertumbuhan jumlah wajib pajak PPh OP meningkat pesat menjadi 74,07%. 

Pertumbuhan wajib pajak PPh Pasal 21, sesuai data pada tabel 30 di atas,

meningkat justru pada tahun 2003 (22,37%) dan mencapai puncaknya pada tahun

2004 yaitu menjadi sebesar 32,42%. Tahun 2005 (20,33%) sampai 2007 (10,71%)

pertumbuhan wajib pajak PPh Pasal 21 terus menurun.

Menurut Muchsin, Pelaksana KPP Depok yang bertugas menerbitkan dan

mengirimkan surat  kepada wajib  pajak,  pada  Selasa 07 Juli  2009,  menyatakan

bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah

dengan menghimbau dan menegur wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran

pajaknya. Surat himbauan dan surat teguran yang ditujukan untuk meningkatkan

setoran  PPh  OP dan PPh  Pasal  21  dari  tahun  2001 sampai  tahun  2007 tidak

mengalami peningkatan yang berarti atau stabil dari tahun ke tahun. Salinan buku

surat  himbauan  dan  surat  teguran  KPP  Depok  tahun  2001-2007  tidak  dapat

diperoleh  karena  buku  tersebut  terselip  di  gudang  berkas  dan  tidak  dapat

ditemukan.
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Pada tahun 2005, 2006 dan 2007, realisasi penerimaan PPh OP di bawah

dari rencana atau target, sementara realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun

2002 sampai 2007 selalu melebihi rencana atau target. 

Arwilisman,  Kepala  KPP Pratama  Depok,  pada  wawancara  tatap muka

Selasa 07 Juli 2009 menyatakan bahwa KPP Depok pada tahun 2002-2007 tidak

melakukan usaha khusus. Pada tahun 2002-2007 KPP Depok melakukan kegiatan

rutin  seperti  juga  yang dilakukan pada  tahun-tahun sebelumnya sehingga naik

turunnya penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 sampai tahun

2007 adalah tidak disebabkan oleh kebijakan internal KPP Depok.

Untuk melihat struktur penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok

tahun 2002 sampai 2007 dilakukan analisis penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP

di  Kota  Depok  dengan  mengambil  sampel  100  (seratus)  wajib  pajak  setoran

terbesar PPh PPh OP dan 200 (dua ratus) wajib pajak setoran terbesar PPh Pasal

21.

Analisis penerimaan PPh OP KPP Depok per sektor usaha menggunakan

data sampel berupa 100 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh OP. Sebagaimana terlihat

pada tabel 31 di bawah ini,  untuk melakukan analisis  penerimaan PPh OP per

sektor usaha, karena tidak dimungkinkan untuk mengambil data seluruh populasi

maka diambil sampel 100 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh OP KPP Depok. Pada

tahun 2002,  dari  100 WP OP yang diminta,  hanya tersedia 48 WP OP karena

hanya 48 WP OP yang melaporkan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2002. Dari data

48 WP OP Terbesar ini, sebanyak 18 WP adalah WP Badan (ber-NPWP dimulai

angka 01 dan atau 02). Pada tahun 2003, dari data 100 WP OP Terbesar, sebanyak

29 WP adalah WP Badan. Eror berupa WP Badan masuk ke daftar 100 Terbesar

WP OP terus menurun pada tahun 2004 menjadi sebanyak 15 WP Badan, tahun

2005 menjadi 6 WP Badan, tahun 2006 menjadi  1 WP Badan dan pada tahun

2007,  dari  100  data  diminta  seluruhnya  adalah  WP  PPh  OP  atau  tidak  ada

kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Persentase PPh OP sampel terhadap

PPh OP populasi pun makin besar yaitu dari 62,06% pada tahun 2002 menjadi

72,35% pada tahun 2007. Artinya data sampel yang diambil makin lama adalah

makin akurat dan makin representatif sebagai dasar analisis penerimaan PPh OP. 

Tabel 31
Perolehan Sampel Data PPh OP WP 100 Terbesar Tahun 2002-2007 
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(PPh OP dan PPh Pasal 21 dalam jutaan rupiah)

Sumber : data dari KPP Depok.

Menurut  Anggiat  AM  Togatorop,  Pelaksana  Seksi  PDI  KPP  Pratama

Depok  yang bertugas  menatausahakan  data-data  perpajakan  KPP Depok,  pada

Selasa 07 Juli 2007, masuknya wajib pajak badan dalam daftar 100 Terbesar PPh

OP adalah karena kesalahan perekaman SPT Tahunan PPh OP ke dalam Sistem

Informasi Perpajakan (SIP) oleh petugas perekam. Kesalahan perekaman ini tidak

mempengaruhi realisasi penerimaan karena yang diakui sebagai penerimaan PPh

OP adalah Surat  Setoran Pajak (SSP) lembar kedua yang diterima dari  Kantor

Perbendaharaan  Kas  Negara  (KPKN)  yang sebelumnya menerima  SSP  lembar

kedua dari bank penerima setoran PPh OP.

Tabel 32
PPh OP KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007 (dalam jutaan rupiah)

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Sel yang kosong menunjukkan bahwa subsektor tersebut tidak masuk atau

tidak ada dalam data sampel sehingga tidak berarti bahwa subsektor tersebut tidak

ada penerimaan PPh OP. Sebagaimana terlihat pada tabel 32 di atas, berdasarkan

sampel data yang diperoleh, dari tahun 2002 sampai tahun 2007 penerimaan PPh

OP didominasi  oleh  PPh  OP atas  pegawai  dengan rata-rata  peranannya adalah

84,51%. Kecenderungan peranan pegawai  dalam penerimaan PPh  OP semakin

menurun, yaitu dari 96,10% pada tahun 2002 menjadi 68,79% pada tahun 2007.

Peranan  sektor  tersier  yaitu  subsektor  Perdagangan  dan  subsektor  Jasa-jasa
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semakin meningkat dengan cukup pesat yaitu subsektor Perdagangan dari 2,55%

pada tahun 2002 menjadi 15,05% pada tahun 2007 dan subsektor Jasa-jasa dari

0,58%  pada  tahun  2002  menjadi  14,08%  pada  tahun  2007.  Subsektor  yang

meningkat setelah subsektor Perdagangan dan subsektor Jasa-jasa adalah sektor

sekunder berupa subsektor Industri Pengolahan yaitu dari 0,77% pada tahun 2002

menjadi 1,24% pada tahun 2007. 

Pada tabel 33 di bawah ini bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan pada

penyetoran PPh OP pada tahun 2003 baik karena peningkatan setoran PPh OP

oleh  individu  yang  sama  maupun  setoran  PPh  OP  oleh  individu  baru  yang

sebelumnya belum menyetorkan PPh OP. Inilah kemungkinan yang menyebabkan

peningkatan penerimaan PPh OP pada tahun 2003. Beberapa WP OP menyetorkan

PPh OP lebih kecil setelah tahun 2003, beberapa yang lain tidak lagi menyetorkan

PPh OP. Kemungkinan inilah yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan PPh

OP pada tahun 2004 sampai 2006 mengalami penurunan. Terdapat kecenderungan

bahwa terdapat WP OP baru yang baru menyetor di setiap tahunnya. Sayangnya

WP  OP  ini  kemudian  di  tahun-tahun  berikutnya  cenderung  untuk  tidak  lagi

menyetorkan PPh OP-nya dan digantikan posisinya oleh WP OP yang lain. Jadi

100 Terbesar WP OP tiap tahunnya didominasi oleh wajah baru.

Hal ini  mencerminkan kegiatan usaha WP OP tersebut.  Ketika kegiatan

usahanya  meningkat,  labanya  besar  maka  dia  membayar  PPh  OP  dan  ketika

kegiatan usahanya menurun, labanya turun atau merugi,  maka dia menurunkan

pembayaran PPh OP-nya atau malah tidak menyetorkan PPh OP sama sekali. Pada

saat  inflasi  tinggi,  dengan jumlah  uang yang tetap,  prioritas  pengeluaran  uang

untuk  membayar  PPh  OP  akan  dikalahkan  oleh  kebutuhan  untuk  memenuhi

konsumsi rumah tangga sehingga setoran PPh OP pun menurun.

WP OP  yang bekerja  sebagai  pegawai  juga  memperlihatkan  pola  yang

sama  yaitu  kadang  menyetor  PPh  OP  dan  kadang  tidak.  Inkonsistensi  dalam

penyetoran  PPh  OP  menunjukkan  kepatuhan  WP  OP  yang  bekerja  sebagai

pegawai ini menurun kepatuhan pembayaran pajaknya karena berbeda dengan WP

OP  yang  berusaha  sendiri,  WP  OP  yang  bekerja  sebagai  pegawai  menerima

penghasilan  rutin  tiap  bulannya,  kecil  kemungkinannya  gajinya  turun  bahkan

cenderung untuk meningkat  sehingga seharusnya setoran PPh OP atas  WP OP
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tersebut  dibayarkan  secara  rutin  tiap  tahun  dengan  kecenderungan  untuk

meningkat.

Dapat juga dinyatakan bahwa porsi penerimaan PPh Pasal 21 Kota Depok

dari  pegawai  tidak  tetap  dan  atau  pegawai  outsourcing cukup  besar  sehingga

ketika perekonomian bertumbuh dan penjualan atau produksi meningkat dengan

segera  perusahaan  merekrut  tambahan  pegawai  tidak  tetap  dan  atau  pegawai

outsourcing sehingga  PPh  Pasal  21  disetor  meningkat  dan  sebaliknya  ketika

perekonomian berkontraksi dan penjualan atau produksi menurun dengan segera

perusahaan  memutus  atau  melepaskan  pegawai  tidak  tetap  dan  atau  pegawai

outsourcing sehingga PPh Pasal 21 disetor pun menurun.

Data rincian golongan pegawai (tetap, tidak tetap dan  outsourcing), gaji

dan tunjangan tiap pegawai tidak dapat diperoleh dari KPP Depok karena bersifat

rahasia.2

Penjelasan tingkat kepatuhan penyetoran PPh OP maupun potensi PPh OP

dengan cara membandingkan realisasi  penerimaan PPh OP per sektor atau per

subsektor  pada  sampel  data  100  Terbesar  PPh  OP  tahun  2002-2007  dengan

perkembangan  ekonomi  Kota  Depok  tahun  2002-2007  per  sektor  atau  per

subsektor  tidak dapat dilakukan karena pada data sampel penerimaan PPh OP

terdapat penerimaan PPh OP dari pegawai yang rata-rata peranannya dari tahun

2002  sampai  tahun  2007  besar  yaitu  sebesar  84,51%  sementara  tidak  dapat

diketahui pada sektor atau pada subsektor mana para pegawai tersebut bekerja.

Analisis  penerimaan  PPh  Pasal  21  KPP  Depok  per  sektor  usaha

menggunakan data sampel berupa 200 Terbesar WP PPh OP. Sebagaimana terlihat

pada tabel 34 di bawah ini, untuk melakukan analisis penerimaan PPh Pasal 21 per

sektor usaha, karena tidak dimungkinkan untuk mengambil data seluruh populasi

maka penulis mengambil sampel 200 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh Pasal 21

KPP Depok.

Pada tahun 2002, dari 200 WP PPh Pasal 21 yang diminta, hanya tersedia

26 WP PPh Pasal  21 karena program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang

eror.  Pada tahun 2006 hanya 59 WP PPh Pasal  21 yang bisa diambil  datanya

disebabkan oleh SIP yang eror. Untuk tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007, data WP

2 Arwilisman. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok.  Wawancara Tatap Muka
Hari Selasa 07 Juli 2009. Depok, 2009.
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PPh Pasal 21 yang bisa diambil lebih besar dari 200 yaitu 460, 551,656 dan 792

WP PPh Pasal 21.

Tabel 33
Pola Penyetoran PPh OP dari 100 Terbesar WP PPh OP KPP Depok Tahun 2002-

2007 (dalam ribuan rupiah)

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

 Persentase PPh Pasal 21 sampel terhadap PPh Pasal 21 populasi makin

besar  yaitu  dari  0,28%  pada  tahun  2002  menjadi  4,90%  pada  tahun  2007.

Persentase jumlah WP PPh Pasal 21 sampel dibanding dengan jumlah WP PPh

Pasal 21 populasi juga meningkat dari 1,47% pada tahun 2002 menjadi 31,57%

pada tahun 2007. Artinya jumlah sampel yang diambil  makin representatif dan

makin akurat sebagai dasar analisis PPh Pasal 21.

1
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Menurut  Anggiat  AM  Togatorop,  Pelaksana  Seksi  PDI  KPP  Pratama

Depok  yang bertugas  menatausahakan  data-data  perpajakan  KPP Depok,  pada

Selasa 07 Juli 2007, SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 dan 2006 hanya

tersedia  sebanyak  26  dan  59  saja  karena  terjadi  eror  pada  program  Sistem

Informasi Perpajakan (SIP) KPP Depok.

Tabel 34
Perolehan Sampel Data PPh Pasal 21 WP 200 Terbesar Tahun 2002-2007 

(angka PPh Pasal 21 dalam jutaan rupiah)

Sumber : data dari KPP Depok.

Sebagaimana terlihat pada tabel 35 di bawah ini, tahun 2002 penerimaan

PPh Pasal 21 200 Terbesar didominasi oleh subsektor Perdagangan, Hotel  dan

Restoran dengan porsi sebesar 52% yang terjadi karena munculnya pasar modern

di  Kota  Depok.  Disusul  oleh  subsektor  Industri  Pengolahan  sebesar  28,21%

berupa  industri  tekstil,  farmasi  dan  kabel  listrik  dan  telpon.  Subsektor  Jasa

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 15% adalah berupa setoran PPh

Pasal 21 dari proyek jurusan fisika FMIPA UI dan perusahaan bioskop yang ada di

Kota Depok. 

Secara  umum setoran  PPh  Pasal  21  tahun  2002  tersusun  atas  pertama

sektor tersier sebesar 71,79% dan kedua sektor sekunder sebesar 28,21%. Sektor

primer sama sekali tidak terdapat setoran PPh Pasal 21 untuk tahun 2002.

Di tahun 2003 strukturnya berubah dengan porsi tertinggi oleh subsektor

Industri Pengolahan sebesar 66% (industri tekstil,  industri logam dasar, industri

elektronik,  industri  makanan  dan  minuman,  industri  kimia  dasar  dan  industri

farmasi), kemudian kedua oleh subsektor Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan

sebesar  15,38%  (bank  umum,  bank  devisa,  lembaga  pembiayaan,  BPR,  jasa

asuransi,  jasa  konsultasi  bisnis,  manajemen  dan  akuntansi,  jasa  hukum,  jasa

penelitian dan pengembangan swasta, real estat, jasa arsitek, teknik dan rekayasa,

1
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jasa  notaris/PPAT  dan  jasa  fotografi)  dan  ketiga  oleh  subsektor  Perdagangan,

Hotel dan Restoran sebesar 7,38% (didominasi oleh perdagangan besar, kemudian

perdagangan eceran,  kemudian restoran dan katering dan terakhir  hotel).  Urut-

urutannya tetap sama sampai tahun 2005. 

Pada tahun 2007 struktur berubah dimana porsi  terbesar tetap ditempati

oleh subsektor Industri Pengolahan (40,42%) yang meningkat dengan masuknya

industri percetakan dan penerbitan, industri pulp, kertas dan karton dan industri

mesin  mekanik.  Posisi  kedua  oleh  subsektor  Lembaga  Keuangan  dan  Jasa

Perusahaan  (26,57%)  tetapi  posisi  ketiga  ditempati  oleh  subsektor  Jasa

Kemasyarakatan,  Sosial  dan  Perorangan  yang  sebesar  12,91%  berupa  jasa

pendidikan swasta, jasa rumah sakit swasta dan pegawai negeri sipil (PNS).

Pada tahun 2006 terjadi kejanggalan yaitu porsi  terbesar ditempati  oleh

subsektor Listrik, Gas dan Air sebesar 63,78% dan kedua oleh subsektor Lembaga

Keuangan dan Jasa Perusahaan sebesar 30,57% dan ketiga oleh subsektor Jasa

Kemasyarakatan,  Sosial  dan  Perorangan  sebesar  4,33%.  Data  ini  tidak

mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena setoran PPh Pasal 21 subsektor

Listrik, Gas dan Air adalah hampir seluruhnya (99%) berasal dari PT.PLN Cabang

Depok yang dari  tahun ke tahun sebenarnya stabil  pada angka Rp.400 juta-an.

Terjadinya eror pada SIP KPP Depok menyebabkan terdapat data yang tidak dapat

diambil sehingga terjadi kejanggalan data.

Tabel 35
Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun

2002-2007

1
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Tabel 36
Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-

2007

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Penjelasan tingkat  kepatuhan penyetoran  PPh Pasal  21 maupun potensi

PPh Pasal 21 dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 per

sektor atau per subsektor pada sampel data 200 Terbesar PPh Pasal 21 tahun 2002-

2007 dengan perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002-2007 per sektor

atau per subsektor  tidak dapat dilakukan karena jumlah penerimaan PPh Pasal

21 pada data sampel penerimaan PPh Pasal 21 sangat kecil dibandingkan dengan

jumlah PPh Pasal 21 populasi dengan rata-rata persentase PPh Pasal 21 sampel

dibandingkan PPh Pasal 21 populasi dari tahun 2002 sampai 2007 hanya 4,71%.

Demikian juga jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 pada sampel data sangat kecil

dibandingkan jumlah wajib pajak populasi dengan rata-rata persentase dari tahun

2002 sampai 2007 hanya 16,90%. Kecilnya angka persentase PPh Pasal 21 sampel

dibandingkan PPh Pasal 21 populasi dari tahun 2002 sampai 2007 dan kecilnya

angka persentase jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 sampel dibandingkan jumlah

1
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wajib  PPh  Pasal  21  populasi  menjadikannya tidak  representatif  sebagai  dasar

analisis karena tidak dapat mewakili seluruh populasi.

 Pola pembayaran PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 36 di bawah ini

berupa data 25 terbesar penyetor PPh Pasal 21 yang diambil dari data 200 terbesar

penyetor PPh Pasal 21 KPP Depok tahun 2002-2007. Dari tabel 36 tersebut bisa

diketahui  bahwa untuk  tahun 2003 terdapat  banyak setoran  PPh  Pasal  21 dari

wajib pajak baru yang kemungkinannya adalah dari perusahaan-perusahaan atau

cabang perusahaan yang baru berdiri. Banyaknya wajib pajak PPh Pasal 21 yang

baru mendaftar NPWP ini kemungkinan menyebabkan penerimaan realisasi PPh

Pasal 21 tahun 2002 dan 2003 mengalami lonjakan.

Pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007, perusahaan-perusahaan penyetor

PPh Pasal 21 cenderung sama, yang berbeda adalah nilai rupiah pembayarannya

yang naik turun. 

Fluktuasi  setoran  PPh  Pasal  21  dari  perusahaan  yang  sama  dapat

mencerminkan  perkembangan  ekonomi  karena  sebagian  setoran  PPh  Pasal  21

adalah kemungkinan dipotong dari upah pegawai harian atau pegawai kontrak atau

pegawai outsourcing yang ketika produksi perusahaan meningkat, jumlah pegawai

harian  atau  pegawai  kontrak  atau  pegawai  outsourcing yang  direkrut  pun

meningkat sehingga setoran PPh Pasal 21 juga meningkat dan sebaliknya ketika

perekonomian  menurun,  laba  perusahaan  menurun,  produksi  menurun,  jumlah

pegawai harian atau pegawai kontrak atau pegawai outsourcing yang ada dilepas

atau di-PHK sehingga setoran PPh Pasal 21 akhirnya menurun juga.

Data  rincian  jumlah  pegawai  tetap,  pegawai  tidak  tetap  dan  pegawai

outsourcing serta rincian jenis penghasilan tiap pegawai dari tiap pemotong PPh

Pasal 21 tidak dapat diperoleh dari KPP Depok karena bersifat rahasia.3

Tabel 37
25 Wajib Pajak Pembayar PPh Pasal 21 Terbesar Pada KPP Depok Tahun 2002

sampai 2007

3 Ibid.
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Sumber: data dari KPP Depok diolah.

5. 2 Koefisien  elastisitas  Penerimaan  PPh Pasal  21  dan  PPh OP Terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk  Kota

Depok Tahun 2002-2007

Berdasarkan penjelasan di  atas,  selama tahun 2002 sampai  tahun 2007,

KPP  Depok  tidak  mengeluarkan  kebijakan  khusus  sehingga  naik  turunnya

penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah

tidak  disebabkan  oleh  kebijakan  khusus  KPP  Depok  sehingga  disini  tingkat

1
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bouyansi PPh OP dan PPh Pasal 21 diasumsikan sama dengan koefisien elastisitas

PPh OP dan PPh Pasal 21.

Elastisitas realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap jumlah

penduduk Kota Depok adalah 7,53 artinya setiap 1% kenaikan jumlah penduduk

Kota Depok pada kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2007

akan menyebabkan kenaikan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima oleh KPP

Depok sebesar 7,53% pada kurun waktu yang sama.

Untuk mengetahui secara rinci perhitungan koefisien elastisitas PPh Pasal

21 dan PPh OP dapat dilihat pada Lampiran 5 Perhitungan Koefisien elastisitas

PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007.

Angka elastisitas yang lebih dari 1 menunjukkan sifat elastis dan responsif

yaitu  penerimaan  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  sangat  responsif  terhadap

penambahan jumlah penduduk Kota Depok. Makin jauh dari angka satu secara

absolut, maka makin responsif.

Angka elastisitas  PPh OP dan PPh Pasal  21 sebesar 7,53 menunjukkan

bahwa  penerimaan  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  sangat  responsif  terhadap

penambahan jumlah penduduk Kota Depok. Ini berarti usaha ekstensifikasi Wajib

Pajak (WP) PPh OP dan WP PPh Pasal 21 KPP Depok cukup berjalan baik karena

naiknya jumlah penduduk diiringi dengan meningkatnya penerimaan PPh OP dan

PPh Pasal 21.

Elastisitas  realisasi  penerimaan  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  terhadap

kenaikan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Depok  adalah  0,66

artinya setiap 1% kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok

pada  kurun  waktu  6  (enam)  tahun  dari  tahun  2002  sampai  tahun  2007  akan

menyebabkan kenaikan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima oleh KPP Depok

sebesar 0,66% pada kurun waktu yang sama.

 Angka elastisitas yang kurang dari 1 menunjukkan sifat tidak elastis dan

tidak responsif. Angka elastisitas realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21

terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Depok  sebesar  0,66

menunjukkan  bahwa  penerimaan  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  tidak  responsif

terhadap  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Depok

karena pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% hanya
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menaikkan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang lebih rendah yaitu hanya

sebesar 0,66% saja. 

Tingkat keterkaitan makin kuat ketika angka absolut elastisitas makin jauh

dari angka satu. Makin dekat dengan angka satu berarti keelastisan mengecil dan

makin dekat ke nol berarti makin tidak elastis berarti keterkaitan makin renggang

atau makin lemah.

Dibandingkan  dengan  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto

(PDRB) (E=0,66),  pertumbuhan penduduk (E=7,53)  memiliki  keterkaitan  yang

lebih kuat terhadap penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok pada kurun

waktu  tahun 2002-2007.  Dilihat  dari  alur  pengenaan pajak  penghasilan  (PPh),

dimana PPh OP dan PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan seseorang, dan

penghasilan seseorang terkait dengan situasi ekonomi yaitu ketika perekonomian

membaik atau ekspansif, PDRB meningkat, ouput meningkat maka penghasilan

meningkat, jumlah penerima penghasilan meningkat sehingga PPh OP dan PPh

Pasal  21  yang  disetor  pun  meningkat,  maka  seharusnya  pertumbuhan  Produk

Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) memiliki  keterkaitan  yang lebih  dekat  atau

lebih kuat terhadap penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Akan tetapi ternyata

pertumbuhan penduduk, bukan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB),  yang lebih  kuat  pengaruhnya terhadap penerimaan  PPh  OP dan  PPh

Pasal  21,  sehingga bisa  dinyatakan bahwa dari  segi  ekstensifikasi  atau  jumlah

wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21, potensi kenaikan WP PPh OP dan WP PPh

Pasal 21 dari kenaikan jumlah penduduk sudah tergali dengan baik,  hanya dari

besaran setoran tiap WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21, potensinya belum tergali

dengan baik.  Ini  ditandai  dengan angka elastisitas  PPh  OP dan PPh  Pasal  21

terhadap  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  lebih  kecil

daripada  angka  elastisitas  PPh  OP  dan  PPh  Pasal  21  terhadap  pertumbuhan

penduduk. Langkah aparat KPP Depok untuk menggali potensi PPh OP dan PPh

Pasal 21 ini adalah dengan lebih menekankan ke program intensifikasi wajib pajak

PPh OP dan PPh Pasal 21.

Tingginya tingkat kenaikan jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal  21

dapat  dilihat  pada  Tabel  30  Jumlah  WP  PPh  OP dan WP  PPh  Pasal  21  dan

Pertumbuhannya di Kota Depok Tahun 2002-2007 di atas.
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5.3 Efisiensi  dan Efektifitas  KPP Depok Dalam Pemungutan PPh Pasal 21

dan PPh OP

5.3.1 Analisis Tingkat Efisiensi (Efficiency Rate) PPh OP dan PPh Pasal 21

Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Lampiran  6  Tingkat  Efisiensi  dan

Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007, rata-rata

tingkat efisiensi pajak atau tingkat daya guna pajak untuk total PPh OP dan PPh

Pasal 21 dari tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah sebesar 0,66% yang artinya

bahwa untuk setiap Rp.100 total PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima, biaya

yang dikeluarkan oleh KPP Depok adalah sebesar Rp.0,66. 

Tingginya tingkat efisiensi pemungutan total PPh OP dan PPh Pasal 21 ini

disebabkan  pertama, oleh sistem yang digunakan yaitu  self  assessment system

dimana wajib pajak diberi peluang untuk menghitung, membayar dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang. Hal ini mengakibatkan kegiatan dan aktivitas yang

harus dilakukan oleh KPP Depok menjadi berkurang sehingga biaya yang harus

dikeluarkan oleh KPP Depok untuk memungut mengelola PPh OP dan PPh Pasal

21  pun  menjadi  berkurang.  Kedua,  karena  gaji  atau  remunerasi  PNS petugas

pajak masih sangat kecil.4

Peningkatan tingkat efisiensi  dalam pengelolaan pajak pada KPP Depok

menunjukkan bahwa (1) pengelolaan pajak pada KPP Depok sudah cukup bagus

karena  menunjukkan  efisiensi  dalam  pengelolaan  pajak  dan  (2)  remunerasi

petugas pajak kurang memadai atau terlalu kecil sehingga dapat mengakibatkan

upaya  penagihan  pajak  menjadi  kurang  optimal  sehingga  kemungkinan  besar

apabila  remunerasi  petugas  pajak  ditingkatkan  maka  diperkirakan  penerimaan

pajak akan bisa lebih ditingkatkan lagi.5

5.3.2 Analisis Tingkat Efektifitas (Effectivity Rate) PPh OP dan PPh Pasal

21

Sebagaimana  dapat  diihat  pada  Lampiran  6  Tingkat  Efisiensi  dan

Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007, rata-rata

tingkat efektifitas atau hasil guna total PPh OP dan PPh Pasal 21 atau rata-rata

persentase pencapaian total PPh OP dan PPh Pasal 21 tahun 2002 sampai tahun

2007 adalah sebesar 128,10% artinya bahwa dari tahun 2002 sampai 2007, rata-

4 Ibid.
5 Ibid.
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rata setiap tahunnya KPP Depok dapat memenuhi target pencapaian total PPh OP

dan PPh  Pasal  21 dan  bahkan  surplus  atau  melampaui  target  dengan rata-rata

surplus tiap tahunnya sebesar 28,10%. 

Dengan demikian upaya KPP Depok dalam mencapai target sudah cukup

kuat.

Apabila  dirinci  maka  rata-rata  persentase  pencapaian  penerimaan  PPh

Pasal  21  lebih  besar  dari  rata-rata  persentase  pencapaian  penerimaan  PPh  OP

tahun 2002 sampai 2007 dimana untuk PPh Pasal 21 adalah sebesar 129,97% dan

untuk PPh OP adalah sebesar 95,08%.

5.4 Potensi PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok Tahun 2007

Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Tabel  29  Rencana  dan  Realisasi,

Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju

Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  Kota  Depok  Tahun  2002-2007  di  atas,  dapat

diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2003 sampai 2007 menaik

dengan  kenaikan  yang  bervariasi  (tahun  2002  sebesar  -10,44%,  tahun  2003

sebesar 30,50%,  tahun 2004 sebesar 13,12%, tahun 2005 sebesar 14,26%, tahun

2006 sebesar 16,20% dan tahun 2007 sebesar 17,17% dengan rata-rata kenaikan

dari 2002 sampai 2007 adalah 13,47%). Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21

kurang  begitu  terpengaruh  oleh  inflasi  tinggi  tahun  2005  (16,83%)  dan  2006

(7,33%) akibat kenaikan harga BBM. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

gaji  pegawai  cenderung naik dan susah untuk turun sehingga penerimaan PPh

Pasal 21 pun naik terus. 

Penerimaan PPh Pasal 21 tetap terpengaruh oleh perekonomian dan inflasi

sehingga walaupun gaji  tidak turun tetapi  penerimaan PPh Pasal  21 tetap bisa

turun  karena  adanya  PHK  atau  penutupan  usaha  karena  memburuknya

perekonomian.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  persentase  kenaikan  penerimaan  PPh

Pasal  21  yang naik  turun  (tahun  2003  [30,50%]  naik  drastis  dari  tahun  2002

[-10,44%], kemudian tahun 2004 [13,12%] turun dari tahun 2003 [30,50%], tahun

2004 [13,12%] naik terus sampai tahun 2007 [17,17%]). (Lihat kembali Tabel 29

Rencana dan Realisasi,  Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan

PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-

2007 di atas).
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Naik turunnya peningkatan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 cenderung

lebih  stabil  dibandingkan  dengan  naik  turunnya  peningkatan  atau  penurunan

realisasi penerimaan PPh OP. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 juga jauh lebih

besar daripada realisasi  penerimaan PPh OP dengan selisih yang dari  tahun ke

tahun makin besar yaitu Rp.66,17 miliar pada tahun 2002 (= Rp.67,64 miliar -

Rp.1,47 miliar), Rp.84,07 miliar pada tahun 2003 (= Rp.88,27 miliar – Rp.4,20

miliar), Rp.95,38 miliar pada tahun 2004 (= Rp.99,85 miliar – Rp.4,47 miliar),

Rp.109,54  miliar  pada  tahun 2005 (= Rp.114,09  – Rp.4,55  miliar),  Rp.126,62

miliar  pada  tahun  2006 (= Rp.132,58  miliar  –  Rp.5,96  miliar)  dan  Rp.148,69

miliar pada tahun 2007 (= Rp.155,33 miliar – Rp.6,64 miliar). 

Hal ini  menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 lebih kokoh dan  sustainable

sehingga lebih bisa diandalkan untuk memenuhi target pencapaian pajak di KPP

Depok  sehingga  Bagi  Hasil  PPh  Pasal  21  untuk  kota  Depok  pun  bisa  lebih

diandalkan  sebagai  pendapatan  daerah  kota  Depok.  Hal  ini  juga  menunjukkan

bahwa PPh OP masih sangat besar potensinya untuk digali karena pada dasarnya

obyek PPh Pasal 21 dan PPh OP adalah sama yaitu penghasilan dari orang pribadi

dan  subyeknya  juga  tidak  jauh  berbeda  seperti  dalam  LPE  Kota  Depok  per

subsektor tahun 2007 terbesar pertama adalah Perdagangan Hotel dan Restoran

(12,01%),  terbesar  kedua  adalah  Bangunan/Konstruksi  (10,29%)  dan  terbesar

ketiga adalah Keuangan, Persewaan dan Jasa (9,14%) sehingga subyek PPh OP di

kota Depok didominasi oleh pemilik hotel dan restoran, para pemilik perusahaan

pengolahan, para pengembang atau kontraktor, para pedagang, para pemilik rumah

kontrakan,  rumah  kos  dan  apartemen,  para  profesional  seperti  pengacara  dan

konsultan  yang penghasilannya lebih besar dari penghasilan karyawan dan buruh

sehingga dengan usaha KPP Depok yang serius maka rencana penerimaan PPh OP

KPP  Depok  di  masa  mendatang  harus  dinaikkan  dan  realisasinya  pun  harus

meningkat juga sehingga Bagi Hasil PPh OP bisa diandalkan sebagai salah satu

sumber  pendapatan  daerah  kota  Depok.  (Lihat  kembali  Tabel  19  Laju

Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  Kota  Depok  Tahun  2001-2007  pada  Bab IV

Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Kota Depok: 2000-2007).

Kecilnya  realisasi  penerimaan  PPh  OP  dibandingkan  dengan  realisasi

penerimaan PPh Pasal 21 selain kemungkinan disebabkan karena wajib pajak PPh

1
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OP sebagian besar adalah berasal dari usaha kecil dan menengah yang memiliki

keterbatasan  dalam  perolehan  pendapatan  per  bulannya  dan  juga  rentan

terpengaruh oleh krisis  ekonomi  atau inflasi  tinggi,  juga  disebabkan lemahnya

usaha KPP Depok dalam memperluas wajib pajak PPh OP dengan menarik wajib

pajak baru yang potensial dan lemahnya usaha dalam menggali pembayaran pajak

dari wajib pajak yang sudah terdaftar (intensifikasi). Pendapatan yang diperoleh

para  pemilik  hotel  dan  restoran,  para  pemilik  perusahaan  pengolahan,  para

pengembang  atau  kontraktor,  para  pedagang,  para  pemilik  rumah  kontrakan,

rumah kos dan apartemen dan para profesional seperti pengacara dan konsultan

yang  tinggal  di  Kota  Depok  seharusnya  lebih  tinggi  dari  pendapatan  para

karyawan dan buruh yang bekerja di kota Depok sehingga realisasi penerimaan

PPh OP seharusnya lebih tinggi atau paling tidak menyamai realisasi penerimaan

PPh  Pasal  21  KPP  Depok.  Akan  tetapi  seperti  dijelaskan  di  atas,  realisasi

penerimaan PPh Pasal 21 selalu jauh lebih tinggi dari realisasi penerimaan PPh

OP  dengan  selisih  yang  selalu  meningkat.  Hal  ini  menunjukkan  lemahnya

kesadaran masyarakat kota Depok untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan

juga menunjukkan lemahnya usaha  KPP Depok dalam mencari  dan mengelola

wajib pajak OP yang potensial.

Rincian data ukuran wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21 berupa omzet,

aset maupun modal tidak dapat diperoleh karena bersifat rahasia. Demikian juga

rincian data jenis pekerjaan tiap wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21 tidak dapat

diperoleh karena bersifat rahasia.6

Besarnya potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tingginya

tingkat kesenjangan atau gap atau selisih angka potensi PPh OP dan PPh Pasal 21

dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 tahun 2007

sebagaimana terlihat pada tabel 37 di bawah ini.

Potensi PPh OP yang belum tergali lebih besar daripada potensi PPh Pasal

21 yang belum tergali  terlihat pada angka tingkat kesenjangan PPh OP (selisih

realisasi  PPh  OP  dengan  potensi  PPh  OP)  yang  lebih  besar  yaitu  85,88%

sementara tingkat kesenjangan PPh Pasal 21 (selisih realisasi PPh Pasal 21 dengan

potensi PPh Pasal 21) adalah sebesar 76,52%. 

6 Ibid.
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Angka tingkat  kesenjangan PPh OP sebesar 85,88% artinya bahwa dari

potensi PPh OP sebesar Rp.47,05 miliar sebesar 85,88%-nya belum tergali atau

baru tergali sebesar 14,12% yaitu hanya tergali sebesar Rp.6,64 miliar saja. Angka

tingkat kesenjangan PPh Pasal 21 sebesar 76,52% artinya bahwa dari potensi PPh

Pasal  21 sebesar Rp.661,65 miliar sebesar 76,52%-nya belum tergali  atau baru

tergali sebesar 23,48% yaitu hanya tergali sebesar Rp.155,34 miliar saja. 

Tabel 38
Tingkat Kesenjangan Antara Rencana, Potensi dan Realisasi Penerimaan PPh OP

dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2007

   Sumber : data dari BPS Kota Depok dan KPP Depok diolah.

Dengan demikian sesuai angka pada tingkat kesenjangan PPh OP dan PPh

Pasal  21,  potensi  PPh  OP  yang  masih  bisa  digali  lebih  besar  yaitu  85,88%

daripada potensi PPh Pasal 21 yang bisa digali yaitu 76,52%.

Pada tahun 2007 KPP Depok sudah dapat mengenali potensi PPh Pasal 21

dengan lebih baik dibandingkan dengan potensi PPh OP sebagaimana terlihat pada

angka  selisih potensi dengan rencana atau target dimana pada PPh Pasal 21

selisih  potensi  PPh  Pasal  21  dengan  target  penerimaan  PPh  Pasal  21  adalah

sebesar 76,78% sedangkan pada PPh OP selisih potensi  PPh OP dengan target

penerimaan PPh OP adalah sebesar 83,03%.

1
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  5  dapat  disimpulkan  bahwa

KPP Depok dalam memungut PPh OP dan PPh Pasal 21 sudah dapat dikatakan

baik.

Rata-rata  persentase  realisasi  penerimaan atau  tingkat  efektivitas

penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok pada tahun 2002 sampai 2007

masing-masing adalah 95,08% dan 129,97%.

Rata-rata  tingkat  efisiensi  total  PPh OP dan PPh Pasal  21 Kota Depok

selama tahun 2002-2007 adalah 0,66%.

Rata-rata elastisitas total PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok selama tahun 2002-2007

adalah 0,66.

Rata-rata elastisitas total PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok terhadap

jumlah penduduk Kota Depok selama tahun 2002-2007 adalah 7,53.

6.2 Saran

KPP Depok harus menjalin kerja sama lebih erat lagi dengan Biro Pusat

Statistik  (BPS)  Kota  Depok  dan  Pemerintah  Kota  Depok  dengan  tujuan  agar

penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok dapat terus ditingkatkan.

75
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Lampiran 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Depok Per April 2009

 

KEPALA 
KANTOR 

SUB BAGIAN 
UMUM 

SEKSI  
PELAYANAN 

SEKSI WASKON I SEKSI WASKON II SEKSI WASKON III SEKSI WASKON IV 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 

PEMERIKSA PAJAK 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 

PEMERIKSA PAJAK 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 

PEMERIKSA PAJAK 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

DATA DAN 
INFORMASI (PDI) 

SEKSI 
PEMERIKSAAN 

SEKSI  
PENAGIHAN 

SEKSI 
EKSTENSIFIKASI 

PERPAJAKAN 

Sumber : data dari KPP Pratama Depok.
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Lampiran  2  Flowchart  Penghitungan  Potensi  PPh  OP dan PPh  Pasal  21  Kota
Depok

Gambar 2.1 Flowchart Penghitungan Potensi PPh OP Kota Depok

Gambar 2.2 Flowchart Penghitungan Potensi PPh Pasal 21 Kota Depok
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Lampiran  3  Perhitungan  Potensi  PPh  Orang  Pribadi  Dari  Kelompok  Rumah
Tangga Usaha Bebas Tahun 2007

Tabel 3.1 Penjelasan Asumsi Perhitungan

Tabel 3.2 Perhitungan Potensi PPh Orang Pribadi dari Kelompok RT Usaha Bebas
(2007)
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Sumber: diolah dari data Susenas BPS tahun 2007.
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Lampiran  4  Perhitungan  Potensi  PPh  Pasal  21  dari  Orang  Pribadi  Karyawan
Tahun 2007

Sumber: diolah dari Depok Dalam Angka (DDA) 2007 dan data dari KPP Depok.
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Lampiran 5 Perhitungan Koefisien Elastisitas  PPh OP dan PPh Pasal  21 Kota
Depok Tahun 2002-2007

Sumber : data dari BPS Kota Depok dan KPP Depok diolah.
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Lampiran 6 Tingkat Efisiensi  dan Efektivitas  PPh  OP dan PPh Pasal  21 Kota
Depok Tahun 2002-2007

Catatan :
Berdasarkan wawancara tatap muka pada Selasa 07 Juli 2009 dengan Rusli Kepala
Sub Bagian Umum KPP Pratama Depok bahwa dari tahun 2000 sampai tahun
2007 rata-rata  pencairan DIPA untuk pembiayaan aktivitas  KPP Depok adalah
sebesar  Rp.1,5  miliar.  Dengan  asumsi  bahwa  KPP  Depok  harus  mengelola  4
(empat) jenis pajak yaitu PPh OP, PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPN/PPnBM dan
biaya  pengelolaan  masing-masing  jenis  pajak  adalah  sama  maka  biaya
pengelolaan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah 750 juta.
Sumber : data dari KPP Depok diolah.
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